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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pada 8 Desember 1941 Jepang melakukan penyerangan serta pengeboman ke 

Pearl Harbour, Hawaii yaitu pengkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di 

pasifik.
1
 Dengan adanya pengeboman tersebut maka Belanda menyatakan perang 

terhadap Jepang. Hal ini sebagai bentuk unjuk rasa setia kawan terhadap sekutu.
2
 

Setelah Jepang melakukan pengeboman selanjutnya melakukan penyerangan ke 

wilayah Indonesia, di mana saat itu Indonesia sedang dikuasai oleh Belanda. Pada 

10 Januari 1942 tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur dan 

tentara Jepang juga berhasil menduduki Balikpapan pada 20 Januari 1942.
3
 

Tarakan dan Balikpapan menjadi tujuan awal penyerangan karena wilayah ini 

adalah penghasil sumber minyak yang nantinya dibutuhkan Jepang untuk 

kepentingan perang. Pada 2 Februari 1942 Jepang berhasil menduduki Pontianak 

dan menyusul pada 10 Februari 1942 dikuasainya wilayah Martapura.
4
 Pada 14 

Februari 1942 tentara Jepang diturunkan di Palembang dan baru pada 16 Februari 

1942 wilayah Palembang dikuasai oleh Jepang. Dengan jatuhnya Palembang 

maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang. Terbukanya pulau Jawa 

memudahkan tentara Jepang untuk menguasainya. 

Pada 1 Maret 1942 Jepang mendarat di tiga wilayah sekaligus yaitu di Teluk 

Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kranggan (Jawa tengah).
5
 

Pendaratan di pulau Jawa dibawah Komando Tentara Keenambelas yang dipimpin 

oleh Letnan Jenderal Hitosyi Imamura. Pada tanggal yang sama tentara Jepang 

juga berhasil menduduki wilayah Subang dibawah pimpinan Kolonel Syoji.
6
 

                                                 
1
 Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto & Sartono Kartodirjo. Sejarah Nasional 

Indonesia. Jilid VI. 1975. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. Hlm. 1. 
2
 AB. Lapian. Dibawah Pendudukan Jepang Kenangan 42 Orang Yang Mengalaminya. 1988. 

Arsip Nasional: Jakarta. Hlm. 1. 
3
 Marwati Djoened Poesponegoro. Op. Cit. Hlm. 1. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. Hlm. 2. 

6
 Ibid. 
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Dengan dikuasinya wilayah-wilayah tersebut menyebabkan Belanda harus 

mundur ke wilayah Bandung. Penyerangan yang dilakukan tentara Jepang 

membuat pasukan Belanda semakin terjepit dan berkurang. Kekalahan yang 

diterima oleh Belanda membuat belanda melakukan perundingan dengan Jepang. 

Perundingan yang berakhir dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa 

syarat kepada tentara Jepang pada 9 Maret 1942 di Kalijati.
7
 Dengan terjadinya 

penyerahan kekuasaan Belanda kepada tentara Jepang maka berakhirlah 

penjajahan Belanda di Indonesia. 

Rakyat Indonesia menganggap kedatangan Jepang akan membebaskan mereka 

dari penguasa kolonial yang telah menjajah di Indonesia selama berabad-abad.
8
 

Kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya memiliki maksud lain yaitu mencari 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk 

memenangkan perang Asia Timur Raya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan 

oleh Jepang diantaranya buah jarak yang minyaknya dapat dijadikan sebagai 

minyak pelumas kendaraan militer, bauksit sebagai bahan dasar pembuatan 

alumunium yang digunakan untuk membuat pesawat terbang, minyak bumi 

sebagai bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan.
9
 

Kedatangan Jepang ke Indonesia juga untuk mengekploitasi sumber daya manusia 

Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan perang. 

Dari awal sampai akhir pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membuat 

kebijakan yang bertujuan untuk memenangkan perang. Kebijakan-kebijakan 

tersebut berisi propaganda-propaganda yang bertujuan mengambil simpati rakyat 

Indonesia. Pada April 1942 Jepang membuat organisasi Gerakan Tiga A. 

Organisasi ini merupakan suatu badan propaganda tentara Jepang  yang memiliki 

semboyan “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippo Pemimpin 

Asia”.
10

 Kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang ternyata membuat rakyat 

Indonesia mengalami penderitaan baik fisik atau nonfisik. Kehidupan rakyat 

Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Banyak rakyat 

menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan lain-lain. 

                                                 
7
 AB Lapian. Op. Cit. Hlm. 1. 

8
 Ibid. Hlm. 5. 

9
 L. De. Jong. Pendudukan Jepang Di Indonesia. 1987. Kesaint Blanc: Jakarta. Hlm. 49 – 51. 

10
 Marwati Djoened Poesponegoro. Op. Cit.Hlm. 9. 
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Kebijakan yang dibuat pemerintahan pendudukan Jepang dimaksudkan 

untuk memenangkan perang Asia Timur Raya yang sedang berlangsung. 

Kebijakan tersebut antara lain pada sektor pertanian, yaitu petani diwajibkan 

menyerahkan padi kepada pemerintah Jepang.
11

 Dengan adanya kebijakan ini 

maka rakyat mulai memanfaatkan bahan seperti kulit singkong, genjer (tanaman 

liar di air atau rawa-rawa), dan berbagai makanan yang sebelumnya dijadikan 

sampah.
12

 Kebijakan lainnya di sektor pertanian yaitu ditanam jenis-jenis tanaman 

baru. Jenis-jenis tanaman baru ini seperti kapas, rami, dan jarak.
13

 Jepang 

membutuhkan kapas untuk digunakan sebagai bahan pembuataan pakaian. Rami 

juga dibutuhkan Jepang untuk dijadikan sebagai bahan sandang dan kantung hasil 

pertanian serta komoditi untuk militer.
14

 Selain kapas dan rami, Jepang juga 

membutuhkan tanaman jarak. Tanaman jarak dijadikan sebagai bahan membuat 

minyak pelumas.
15

 Kebijakan yang dikeluarkan tersebut membuat kehidupan 

rakyat semakin memprihatinkan. 

Jepang tidak hanya membutuhkan sumber daya alam tetapi juga 

membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk kebutuhan perang. Kaum laki-

laki dimobilisasikan untuk membantu kepentingan perang. Dengan adanya 

pengerahan kaum laki-laki maka yang tersisa hanyalah kaum perempuan, anak-

anak dan orang lanjut usia. Pengerahan kaum laki-laki tersebut membuat peran 

kaum laki-laki digantikan oleh kaum perempuan. Kehidupan kaum perempuan 

menjadi semakin sengsara. Lapangan perkerjaan sangat sulit didapatkan. Kondisi 

seperti itu dimanfaatkan oleh Jepang dengan membuat lowongan pekerjaan bagi 

kaum perempuan seperti pembantu rumah tangga, pemain sandiwara, pekerja di 

restoran, dan lain-lain. Namun semua itu hanya janji belaka. Banyak kaum 

perempuan yang terjebak oleh janji-janji Jepang. Salah satunya kaum perempuan 

dijadikan Jugun Ianfu. Jugun Ianfu secara harfiah perempuan penghibur yang ikut 

militer dan dapat dikatakan secara halus yaitu perempuan-perempuan yang 

dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau 

                                                 
11

 Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Derita Paksa Perempuan. 1997. Pustaka Sinar Harapan: 

Yogyakarta. Hlm. 36 – 38. 
12

 Ibid. Hlm. 39. 
13

 Aiko Kurasawa. Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. 

1993. PT. Grasindo: Jakarta. Hlm. 28 – 36. 
14

 Ibid. 33. 
15

 Ibid. 36. 
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bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama perang Asia 

Pasifik.
16

 Kaum perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu tersebut 

ditempatkan dalam sebuah rumah yang dinamakan Ianjo.
17

 

 Tahun 1910 Jepang secara resmi menjadikan Korea sebagai wilayah 

jajahannya. Penjajahan Jepang di Korea memberikan pengaruh yang positif dan 

negatif, disisi negatif Jepang melakukan tekanan militer yang keras hingga 

menimbulkan banyaknya korban jiwa seperti dijadikan sebagai pekerja paksa atau 

menjadi tentara untuk bertempur serta melecehkan puluhan ribu kaum perempuan 

Korea dan disisi positif munculnya modernisasi di Korea.
18

 Korea adalah wilayah 

yang terkena dampak paling parah dari kebijakan Jugun Ianfu pada saat Perang 

Asia Timur Raya. Pada saat itu Jepang menduduki Korea untuk melanjutkan 

ekspansi ke daratan Cina yang akan dijadikan basis terbesar pada masa Perang 

Dunia II. Di Korea itu pula istilah Jugun Ianfu pertama kali digunakan oleh para 

petinggi serdadu Jepang.
19

 Kebijakan Jugun Ianfu ditetapkan Jepang di semua 

wilayah-wilayah pendudukan dan yang pertama kali dikenalkan istilah Jugun 

Ianfu adalah Korea. 

 Usaha pengumpulan kaum perempuan yang dijadikan Jugun Ianfu di 

Indonesia dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pencarian bersifat massal dan 

pencarian yang lebih sedikit berskala satu-dua orang.
20

 Pengumpulan dengan cara 

individu dilakukan tentara Jepang dengan menggunakan pendekatan keluarga atau 

petinggi desa karena dalam budaya Jawa perkataan orang tua tidak boleh 

dibantah.
21

 Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa menolak ikut bersama tentara 

Jepang untuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di restoran, di rumah 

sakit, dan lain-lain.
22

 Banyak kaum perempuan yang masih muda belia tidak tahu 

apa-apa akhirnya terjebak menjadi seorang Jugun Ianfu. Kaum perempuan yang 

                                                 
16

 Eka Hindra & Koichi Kimura. Momoye Mereka Memanggilku. 2007. Erlangga: Jakarta. Hlm. 

Hlm. 228. 
17

 Ianjo adalah rumah tempat tinggal Jugun Ianfu yang terletak di sekitar barak-barak militer 

sehingga pihak militer dapat mengontrol langsung keamanan aktivitas seksual para prajuritnya. 

Eka Hindra. Hlm. 226 – 227. 
18

 http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/20/227353/77/21/1910-Jepang-Menduduki-

Korea diunduh pada 30 Mei 2012 pukul 00.52 WIB. 
19

 LN. Indayanie & Ahmad Solikhan. Dari Yogya ke Kalimantan: Duka Cerita Suharti dan 

Mardiyem. Majalah D & R, 21 September 1996.  Hlm. 43. 
20

 Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Op. Cit. Hlm. 92. 
21

 Ibid. Hlm. 61. 
22

 LN. Indayanie & Ahmad Solikhan. Loc. Cit. Hlm. 19. 
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dijadikan sebagai Jugun Ianfu bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tetapi 

ada juga kaum perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau berpangkat yang 

tertipu oleh janji pemberian beasiswa sekolah ke Tokyo.
23

 Selain itu ada pula 

kaum perempuan yang telah menjadi pelacur sebelum kedatangan tentara Jepang 

kemudian mereka direkrut dan ditempatkan di Ianjo
24

 ketika Jepang mulai 

berkuasa. 

 Setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak bukti yang 

mendukung bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia mereka merekrut atau 

mengambil kaum perempuan Indonesia untuk dijadikan sebagai Jugun Ianfu. 

Ketika pendudukan Jepang berakhir di Indonesia, masalah Jugun Ianfu mulai 

terbuka dengan ditemukannya beberapa bukti yang mendukung bahwa saat 

Jepang menduduki Indonesia terjadi perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan 

Jugun Ianfu.
25

 Bukti-bukti tersebut didapatkan melalui beberapa penelitian yang 

telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan seorang ahli 

sejarah dari Universitas Chou di Jepang yaitu Yoshiaki Yoshimi. Ia membeberkan 

bukti-bukti tersebut di Harian Asahi Shimbun yang diterbitkan lima hari sebelum 

kedatangan PM Miyazawa ke Seoul.
26

 

 Dampak dari bukti-bukti yang ditemukan oleh Yoshiaki Yoshimi dan juga 

kesaksian dari para eks Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia, Korea, Cina, dan 

lain-lain membuat masyarakat luas mengetahui tentang adanya perekrutan kaum 

perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu. Para korban eks Jugun Ianfu 

menuntut kepada Pemerintah Jepang untuk meminta maaf serta memberikan ganti 

rugi atas apa yang telah dilakukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Walaupun 

sampai hari ini kasus Jugun Ianfu masih belum terselesaikan namun banyak 

lembaga baik dari pihak luar maupun dari pihak Indonesia sendiri yang bersimpati 

                                                 
23

 Sri Indrayati & Seiichi Okawa. Kisah Kadarwati Yang Sebenarnya. Majalah Tempo, 25 Juli 

1992. Hlm. 17. 
24

 Ibid. 
25

 Munculnya pengakuan dari korban yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu dan ditemukannya 

beberapa dokumen yang dibongkar oleh Yoshiaki Yoshimi. Pemerintah Jepang membuat sebuah 

tim khusus yang bekerja selama enam bulan dan berhasil menemukan 127 dokumen dari empat 

instansi pemerintah Jepang yang menyebutkan bahwa selain perempuan Cina juga terdapat 

perempuan yang berasal dari Korea, Taiwan, Filipina, dan Indonesia dijadikan sebagai Jugun Ianfu 

(Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm 219) 
26

 Didi Prambadi & Seiichi Okawa. Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi. Majalah 

Tempo, 25 Juli 1992. Hlm. 14. 
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membantu para eks Jugun Ianfu dalam memperjuangkan haknya.
27

 Penelitian ini 

akan melihat serta memaparkan pandangan masyarakat Indonesia dari tahun 1991 

– 1997 terhadap perjuangan Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. Sebelum 

melihat bagaimana pandangan masyarakat, akan dijelaskan bagaimana kebijakan 

pemerintah Jepang terhadap kaum perempuan yang nantinya kaum perempuan 

tersebut dijadikan sebagai Jugun Ianfu, bagaimana para eks Jugun Ianfu setelah 

kekalahan Jepang oleh sekutu bagi dirinya serta orang disekitarnya, dan 

bagaimana pandangan masyarakat Indonesia melihat perjuangan Jugun Ianfu 

untuk mencari keadilan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Dengan melihat uraian di atas, didapati bahwa pada masa pendudukan 

Jepang di Indonesia terdapat kebijakan yang diperuntukkan bagi kaum 

perempuan, serta adanya perekrutan terhadap kaum perempuan untuk dijadikan 

Jugun Ianfu. Permasalahan Jugun Ianfu masih belum terselesaikan hingga saat ini. 

Tentunya permasalahan Jugun Ianfu ini mempunyai dampak dan problematika 

tersendiri setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak dan 

problematika yang dihadapi Jugun Ianfu juga memunculkan pandangan 

masyarakat tersendiri tentang persoalan praktik Jugun Ianfu di Indonesia. 

Permasalahan ini juga memunculkan pandangan masyarakat Indonesia dalam hal 

pencarian keadilan akan praktik Jugun Ianfu. Untuk menjawab permasalahan 

yang ada maka peneliti membuat beberapa pertanyaan yaitu:   

 Bagaimana kebijakan Jepang bagi kaum perempuan pada masa 

pendudukan Jepang? 

 Bagaimana dampak serta problematika yang dihadapi para eks 

Jugun Ianfu setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia? 

 Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia tahun 1991 – 

1997 terhadap perjuangan Jugun Ianfu dalam mencari keadilan 

dilihat dari sisi advokasi atau pembelaan, pemerintah 

                                                 
27

 Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 244 – 246. 
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Indonesia, dan masyarakat lainnya yang mengetahui tentang 

permasalahan praktik Jugun Ianfu? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat 

Indonesiatahun 1991 – 1997 terhadap perjuangan Jugun Ianfu guna mendapatkan 

keadilan terkait praktik Jugun Ianfu yang terjadi tahun 1942 – 1945. Pandangan 

masyarakat Indonesia yang dimaksud adalah pandangan dari kalangan advokasi 

atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan masyarakat lainya yang mengetahui 

soal masalah Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. Penelitian ini dimulai tahun 

1991, dimana munculnya pengakuan ke publik dari para eks Jugun Ianfu yang 

berasal dari Korea Selatan. Para eks Jugun Ianfu asal Korea Selatan ini meminta 

pertanggungjawaban pemerintah Jepang soal adanya pengadaan Jugun Ianfu di 

wilayah jajahan Jepang. Dengan adanya aksi buka suara dari eks Jugun Ianfu 

Korea Selatan hal tersebut juga memunculkan pengakuan dari kaum perempuan 

Indonesia yang menjadi Jugun Ianfu. Munculnya pengakuan tersebut membuat 

lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yogyakarta serta 

beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membantu eks Jugun Ianfu guna 

mendapatkan keadilan, menuntut pemintaan maaf pemerintah Jepang dan dana 

kompensasi. Penelitian ini diakhiri tahun 1997 ketika pemerintah Indonesia 

melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah Jepang yang diwakili 

Asian Women Fund (AWF) sebagai organisasi yang mengurus masalah Jugun 

Ianfu dan pemberian dana kompensasi. Permasalahan Jugun Ianfu tersebut hingga 

saat ini masih menjadi hal yang diperdebatkan 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

 Melihat pandangan masyarakat Indonesia baik dari sisi advokasi atau 

pembelaan, pemerintah Indonesia, dan masyarakat lainnya yang mengetahui 

masalah Jugun Ianfu dalam mendapatkan keadilan. Penelitian ini dilakukan agar 

masyarakat Indonesia mengetahui akan praktik Jugun Ianfu pada masa 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012
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pendudukan Jepang di Indonesia menjadi tahu atas praktik tersebut, masalah 

Jugun Ianfu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat Indonesia, 

dan mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak baik itu dari 

eks Jugun Ianfu sendiri, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Jepang. 

 

1.5. Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 

tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahap 

heuristik peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang membahas tentang 

masalah Jugun Ianfu seperti Derita Paksa Perempuan yang ditulis oleh Budi 

Hartono dan Dadang Juliantoro tahun 1997 dan Momoye Mereka Memanggilku 

yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koiichi Kimura tahun 2007. Peneliti juga 

menemukan artikel-artikel dan buku-buku yang terkait seperti artikel dari Majalah 

Tempo tanggal 25 Juli 1992 halaman 14 – 15 yang ditulis Didi Prambadi & 

Seiichi Okawa. “Setelah Pemerintah Jepang Tak Bisa Mengelak Lagi” yang 

membahas tentang pemerintah Jepang yang tidak bisa menghindar dari bukti-

bukti keterlibatan pengadaan Jugun Ianfu di Indonesia. Artikel tersebut juga 

membahas posisi Indonesia yang tidak bisa menuntut pemerintah karena adanya 

perjanjian pampasan perang tahun 1958. Artikel berikutnya dari Majalah Tempo 

tanggal 24 Juli halaman 16 berjudul “Pada Mulanya dari Korea” yang ditulis A. 

Dahan. Artikel tersebut membahas awalnya menduduki Korea dan menjelaskan 

bahwa kata Jugun Ianfu pertama digunakan di Korea. Pada Majalah D&R tanggal 

21 September 1996 hlm 43 – 50 yang ditulis LN. Indayanie & Ahmad 

Solikhan.“Dari Yogya ke Kalimantan: Duka Cerita Suharti dan Mardiyem” yang 

membahas tentang perjalanan eks Jugun Ianfu asal Indonesia yaitu Mardiyem dan 

Suharti dalam mencari keadilan di negara Jepang. Artikel ini juga membahas 

bagaimana Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia tidak diakui oleh pemerintah 

Jepang. Selain artikel dan majalah peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu 

Nusyahbani Katjasungkana yang berisi tentang bagaimana sikap dan tanggapan 

baik dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, Masyarakat Indonesia, dan 

Masyarakat Jepang terkait tentang persoalan Jugun Ianfu  
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 Setelah melalui tahap heuristik atau pengumpulan data maka dilanjutkan 

ke tahap kritik. Pada tahap ini melakukan kritik sumber-sumber yang telah 

diperoleh. Salah satu sumber yang dikritik yaitu buku Derita Paksa Perempuan 

yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro dengan artikel Majalah 

Tempo tanggal 25 Juli 1992. Dalam buku Derita Paksa Perempuan membahas 

Jugun Ianfu dilihat dari sisi Lembaga Bantuan Hukum yang berisi tentang nasib 

Jugun Ianfu dan kaum perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu berasal dari 

kalangan masyarakat kelas bawah. Sedangkan, dalam artikel Majalah Tempo 

tanggal 25 Juli 1992 ternyata berisi bahwa kaum perempuan yang menjadi Jugun 

Ianfu bukan hanya berasal dari kalangan masyarakat bawah tetapi juga berasal 

dari masyarakat kalangan atas atau orang-orang kaya. 

 Setelah peneliti melakukan tahap kritik kemudian dilanjutkan dengan 

dengan tahap interpretasi dimana peneliti mulai menafsirkan atau mengartikan 

masalah tentang Jugun Ianfu dengan secara objektif dengan cara yang telah 

dilakukan sebelumnya yaitu tahap heuristik dan kritik terhadap sumber yang ada. 

Setelah melalui tahap interpretasi maka peneliti mulai masuk ke dalam tahap 

historiografi dimana peneliti mulai menulis tentang masalah Jugun Ianfu dilihat 

dari pandangan masyarakat Indonesia tentang praktik Jugun Ianfu pada masa 

pendudukan Jepang secara lebih objektif. 

 

1.6. Tinjauan Pustaka 

 

 Dalam penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Indonesia (1991 – 

1997) Terhadap Perjuangan“Jugun Ianfu” Dalam Mencari Keadilan, peneliti 

menggunakan beberapa sumber yang membahas tentang Praktik Jugun Ianfu. 

Buku Momoye Mereka Memanggilku yang ditulis oleh Eka Hindra dan Koichi 

Kimura tahu 2007. Penulis menggunakan buku ini untuk melihat bagaimana 

kehidupan eks Jugun Ianfu dalam hal ini Mardiyem. Buku ini menceritakan dari 

awal bagaimana Mardiyem direkrut kemudian kehidupan selama di Ianjo. 

Mardiyem adalah salah satu eks Jugun Ianfu yang menghuni di Asrama 

Telawang. Mardiyem sekarang tinggal di kawasan Patuk, Yogyakarta. Di dalam 

buku ini juga menggambarkan dampak dan problematika yang dihadapi 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012
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Mardiyem selama masa pendudukan Jepang di Indonesia sampai berakhirnya 

masa pendudukan. Buku ini juga memberikan penjelasan bagaimana perjuangan 

yang dilakukan Mardiyem guna mencari keadilan bagi dirinya dan juga teman-

temannya tahun 1993. Buku ini lebih menekankan sisi pembelaan bagi eks Jugun 

Ianfu 

Penulis juga menggunakan buku “Derita Paksa Perempuan” yang ditulis 

oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro tahun 1997. Buku ini berisi tentang 

bagaimana kehidupan perempuan di Jepang, pola perekrutan Jugun Ianfu, dan 

para eks Jugun Ianfu ini dalam mencari keadilan. Buku ini juga membahas 

masalah Jugun Ianfu dari sisi pembelaan dengan jalan hukum. Peneliti 

menggunakan buku ini untuk mendapatkan gambaran Jugun Ianfu dari sudut 

pandang lembaga bantuan hukum serta bagaimana para eks Jugun Ianfu menuntut 

haknya selama mereka dijadikan sebagai Jugun Ianfu pada masa pendudukan 

Jepang.  

 Penulisan ini berbeda dengan buku-buku yang telah dijelaskan diatas 

karena penulisan ini melihat pandangan masyarakat bukan hanya dari kalangan 

advokasi atau pembelaan saja. Penelitian ini selain melihat pandangan advokasi 

juga meliputi pandangan dari pemerintah Indonesia dan juga pandangan 

masyarakat yang mengetahui perjuangan Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan dalam penelitian “Pandangan Masyarakat Indonesia 

(1991 – 1997) Terhadap Perjuangan “Jugun Ianfu” Dalam Mencari Keadilan” 

terdiri dari lima bab yaitu: 

1. Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka dan 

sistematika penulisan.  

2. Bab II berisi tentang kebijakan pemerintah Jepang terhadap kaum 

perempuan dan praktik Jugun Ianfu. Dalam Bab II dijelaskan 

bagaimana kebijakan pemerintah Jepang kepada rakyat Indonesia 

dimana semua kebijakan tersebut untuk membantu pemerintah Jepang 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012
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dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Kebijakan-kebijakan 

tersebut tidak hanya diperuntukkan kaum pria saja, tetapi juga untuk 

kaum perempuan. Kebijakan untuk kaum perempuan yaitu dijadikan 

Jugun Ianfu yang ditempatkan di barak-barak militer tentara Jepang. 

Selain itu, dalam Bab II dijelaskan tentang praktik Jugun Ianfu seperti 

bagaimana perekrutannya, sistem di Ianjo, siapa saja yang bisa 

menggunakan jasa para Jugun Ianfu, nasib Jugun Ianfu, dan lain-lain.  

3. Bab III berisi tentang kehidupan Jugun Ianfu setelah masa pendudukan 

Jepang tentang dampak dan problematika Jugun Ianfu yang dihadapi. 

Di dalam Bab III menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya praktik-praktik Jugun Ianfu dengan banyaknya para eks Jugun 

Ianfu yang mempunyai kesehatan yang buruk, munculnya lembaga-

lembaga serta masyarakat baik dari dalam negeri ataupun luar negeri 

untuk membela dan bersimpati atas nasib para eks Jugun Ianfu. 

Lembaga-lembaga dan masyarakat beserta eks Jugun Ianfu menuntut 

keadilan, permintaan maaf pemerintah Jepang, dan dana kompensasi. 

Bab III juga menjelaskan problematika yang muncul seperti bantuan 

dana kompensasi yang pilih kasih dan beberapa negara yang memiliki 

eks Jugun Ianfu tidak diakui oleh pemerintah Jepang. Selain itu, 

banyak yang tidak percaya jika bantuan tersebut diserahkan kepada 

pemerintah negara tersebut. Para eks Jugun Ianfu menginginkan 

bantuan dana tersebut diserahkan langsung kepada eks Jugun Ianfu 

bukan melalui pemerintah Indonesia.  

4. Bab IV membahas pandangan masyarakat Indonesia dari sisi advokasi 

atau pembelaan, pemerintah Indonesia, dan kalangan masyarakat yang 

mengetahui tentang persoalan Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. Di 

dalam bab ini dijelaskan bagaimana serta sikap seperti apa yang 

dilakukan dari sisi advokasi atau pembelaan untuk persoalan Jugun 

Ianfu, selain itu melihat tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia 

terkait soal para eks Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. Dalam bab 

ini juga dijelaskan bagaimana kalangan masyarakat lainnya yang 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012
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mengetahui permasalahan Jugun Ianfu dalam menuntut dan 

memperoleh haknya. 

5. Bab V yaitu kesimpulan dari hasil penulisan bahwa masalah Jugun 

Ianfu adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama 

baik itu dari pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia, eks Jugun 

Ianfu dan lembaga-lembaga yang ada secara tuntas tanpa ada satu pun 

pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat harus tahu tentang adanya 

praktik Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang 1942 – 1945.

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012
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BAB 2 

PRAKTIK JUGUN IANFU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI 

INDONESIA 1942 – 1945 

 

 

2.1. Kebijakan Jepang Terhadap Kaum Perempuan Indonesia 

 

Pada 9 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini 

ditandai dengan adanya perundingan antara pemerintah Belanda dengan Jepang 

untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah Belanda kepada Jepang di Kalijati.
28

 

Penyerahan kekuasaan ini menandakan resminya kekuasaan Jepang menggantikan 

pemerintahan Belanda di Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang tidak 

terlalu sukar untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Saat Jepang 

menduduki Indonesia, Jepang melakukan berbagai macam propaganda dengan 

tujuan memobilasi seluruh masyarakat serta membawa sepenuhnya mentalitas 

rakyat Indonesia menuju kesesuaian dengan ideologi Jepang tentang “Lingkungan 

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
29

 

Propaganda Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia dilakukan melalui 

pertunjukan film, drama, wayang, poster, pamflet, tari-tarian, kamishibai
30

, 

nyanyian, dan siaran radio. Di samping propaganda-propaganda yang dilakukan 

oleh Jepang, ada kebijakan-kebijakan yang juga dibuat untuk kepentingan Jepang. 

Dalam bidang ekonomi Jepang membuat kebijakan yaitu soal tenaga kerja dimana 

pada saat itu terjadi mobilisasi besar-besaran terutama kaum pria yang dijadikan 

Romusha.
31

 Pada umumnya yang dijadikan Romusha adalah petani yang 

diperintahkan untuk bekerja pada proyek-proyek pembangunan, pabrik, dan lain-

lain.
32

 Kaum pria yang menjadi Romusha terpaksa harus meninggalkan 

                                                 
28

 AB. Lapian. Op. Cit. Hlm. 1. 
29

 Aiko Kurasawa. Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. 

1993. PT. Grasindo: Jakarta. Hlm. 229. 
30

Kamishibai secara harfiah berarti teater kertas. Di Jepang sendiri Kamishibai sebagai media 

penyampaian pelajaran disekolah-sekolah dan juga sarana hiburan yang mencari keuntungan. 

Sedangkan, di Jawa Kamishibai dijadikan sebagai media yang paling mudah dan gampang untuk 

menyebarkan pesan-pesan pemerintah (Ibid. Hlm. 250) 
31

 Romusha adalah nama barisan pekerja asal Jawa yang tidak termasuk bagian dari ketentaraan, 

akan tetapi pada umumnya dipekerjakan di garis belakang dari berbagai medan pertempuran 

(Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1997.  PT. Delta Pamungkas.Jilid 14.) 
32

 Aiko Kurasawa. Op. Cit. Hlm. 123. 
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keluarganya. Perginya kaum pria mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan 

menderita kelaparan dan kemiskinan. Tanah yang seharusnya digarap oleh para 

kaum pria ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurusnya.  

Dalam bidang pendidikan Jepang membuat kebijakan yaitu dengantidak 

diijinkannya membuka sekolah pendidikan barat seperti Hollandsche Inlandsche 

School (HIS, sekolah pribumi Belanda), Europeese Lagere School (ELS, sekolah 

dasar Eropa), dan Schakel School (sekolah penghubung).
33

 Kebijakan lainnya 

yaitu adanya pelajaran bahasa Jepang, diadakan latihan kemiliteran, pelajaran 

sejarah Jepang, lagu-lagu Jepang, pengajaran moral, dan lain-lain. Jepang juga 

menghapuskan dualisme pendidikan sekolah Barat dan pribumi.
34

 Hal yang juga 

ditekankan pemerintah Jepang dalam pendidikan yaitu pendidikan jasmani.
35

 

Selain itu kebijakan lainnya di bidang pendidikan dengan dihilangkannya 

perbedaan sekolah menurut stratifikasi sosial dan lembaga pendidikan yang 

didirikan terbuka bagi semua lapisan penduduk.
36

 Kebijakan jepang di bidang 

pendidikan dan kursus latihan dimaksudkan untuk menanamkan disiplin gaya 

Jepang dan semangat perjuangan di bawah semboyan “Asia untuk Bangsa 

Asia”.
37

 

Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang politik yaitu pada April 1942 

pemerintah Jepang membuat organisasi yaitu Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A 

dipimpin oleh Mr Samsuddin.
38

 Gerakan Tiga A adalah organisasi yang dibentuk 

pemerintah Jepang dengan tujuan melakukan propaganda terhadap rakyat 

Indonesia. Semboyan Gerakan Tiga A yaitu “Nippon Pelindung Asia, Nippon 

Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia”.
39

 Dalam Gerakan Tiga A terdapat 

bagian untuk para istri yang dinamakan Gerakan Istri Tiga A, bagian ini dipimpin 

oleh Artinah Syamsudin dan untuk kaum pemudinya sendiri dinamakan Barisan 

Putri Asia Raya.
40

 Pada 1943 Gerakan Tiga A termasuk Gerakan Istri Tiga A 

                                                 
33

 Ibid.Hlm. 360. 
34

 Ibid. Hlm. 360 – 365. 
35

 Ibid. Hlm. 365. 
36

 AB. Lapian. Op. Cit. Hlm. 7. 
37

 Ibid. 
38

 Marwati Djoened Poesponegoro. Op. Cit. Hlm. 126. 
39

 Ibid. Hlm. 9. 
40

 Kowani. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. 1986. Balai Pustaka: 

Jakarta. Hlm. 84 – 85. 
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dibubarkan. Gerakan Tiga A dibubarkan pemerintah Jepang karena menganggap 

Gerakan Tiga A kurang memenuhi aspirasi pemerintah Jepang.
41

 

Pada Maret 1943 Jepang mendirikan lagi sebuah organisasi yang bernama 

POETERA (Pusat Tenaga Rakyat). POETERA dipimpin oleh Ir. Sukarno, Drs. 

Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.
42

 POETERA organisasi 

baru yang dirancang dalam segi kepimpinannya lebih maju dan menggunakan 

tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah terkenal di kalangan rakyat.
43

 Tujuan 

POETERA bagi pemerintah Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi 

masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha-usaha pemerintah militer 

Jepang.
44

 POETERA juga memiliki sub bagian untuk kaum perempuannya. 

Bagian ini dinamakan Barisan Pekerja Perempuan POETERA.
45

 Barisan Pekerja 

Perempuan POETERA ditingkat pusat dipimpin oleh Ny. Sunaryo 

Mangunpuspito dan dibantu oleh Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti 

Suryocondro, Ny. Burdah Yusupadi serta Ny. S.K. Trimurti.
46

 Kegiatan yang 

dilakukan oleh Barisan Pekerja Perempuan POETERA antara lain memintal 

benang, kursus-kursus yang diadakan dengan tujuan pemberantasan buta huruf, 

dan membuat bermacam-macam kerajinan tangan.
47

 

 Pada 3 November 1943 Pemerintah Jepang juga mendirikan organisasi 

yang disebut Fujinkai (Barisan Wanita). Saat dirikannya Fujinkai ternyata 

POETERA dan Barisan Pekerja Perempuan belum dibubarkan. Para anggota 

Barisan Pekerja Perempuan POETERA dilebur ke dalam Fujinkai akan tetapi, ada 

beberapa di antara anggotanya tidak mau dilebur ke dalam Fujinkai karena Jepang 

dianggap mudah memberikan janji-janji untuk membebaskan Indonesia dari 

penjajahan Belanda tetapi ternyata malah Jepang menjajah bangsa Indonesia lebih 

kejam dari pada Belanda.
48

 Tujuan Fujinkai yaitu menyiapkan kaum perempuan 

untuk siap kapan pun bila dibutuhkan. Kaum perempuan dipersiapkan untuk 

                                                 
41

 Marwati Djoened Poesponegoro. Op. Cit. Hlm. 135. 
42

 Ibid. Hlm. 161 
43

 Ibid. Hlm. 160 – 161. 
44

 Ibid. Hlm. 161 
45

 Kowani. Op. Cit.Hlm. 85. 
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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membantu di garis depan dan memperkuat garis belakang.
49

 Kaum perempuan 

yang masuk ke dalam Fujinkai diharuskan dari kalangan istri pamong praja dan 

ini berbeda dengan organisasi wanita sebelumnya yang keanggotannya bersifat 

sukarela.
50

 Kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan di Fujinkai antara lain 

yaitu mengikuti latihan untuk melindungi diri dari bahaya serangan udara, 

mengikuti latihan pekerjaan palang merah, penyelenggaraan dapur umum, dan 

lain-lain.
51

 Hal tersebut dilakukan Jepang demi memenangkan perang yang 

dihadapinya. 

 

Kaum Perempuan Latihan Palang Merah Pada Masa Pendudukan Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Ini adalah gambaran tentang kehidupan kaum perempuan pada masa pendudukan 

Jepang di Indonesia. Kaum perempuan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditujukan nantinya untuk 

kepentingan perang. Kaum perempuan melakukan latihan palang merah seperti bagaimana 

mengobati luka serta memperbannya, cara menandu korban yang terkena luka, dan lain-lain. (Tim 

Tempo. Jeritan dari Rumah Bambu. Hlm. 63.) 
 

Pada 1944 Jepang juga membuat kebijakan dengan membentuk organisasi 

Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.
52

 Jawa Hokokai dibentuk 

                                                 
49

 Sukanti Suryochondro. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. 1984. CV. Rajawali: Jakarta. 

Hlm. 134. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Marwati Djoened Poesponegoro. Op. Cit. Hlm. 163. 
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karena POETERA dinilai kurang memuaskan dan kurang menunjukan 

dukungannya kepada pemerintah Jepang.
53

 Selain itu alasan pemerintah Jepang 

dengan membentuk organisasi baru dalam hal ini Jawa Hokokai adalah semakin 

menghebatnya perang, hal ini disebabkan Jepang mengalami kekalahan dalam 

perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan dan dipersatukannya segenap 

tenaga yang dimiliki rakyat baik lahir maupun batin. Kegiatan Jawa Hokokai 

seperti yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi: 

 Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk 

menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang. 

 Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan 

semangat persaudaraan antara segala bangsa. 

 Memperkokoh pembelaan tanah air. 

 Memperteguh kehidupan di masa perang.
54

 

Jawa Hokokai berbeda dengan POETERA, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai 

organisasi resmi yang dibentuk pemerintah Jepang.
55

 

Bisa dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang dari 

awal hingga akhir pendudukan semuanya digunakan untuk kepentingan perang. 

Kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk kaum laki-laki akan tetapi, ada 

kebijakan yang dibuat untuk kaum perempuan. Kebijakan pemerintah Jepang 

untuk kaum perempuan bisa dilihat dari dua sudut pandang secara formal dan non 

formal.
56

 Kebijakan secara formal yakni keterlibatan organisasi-organisasi yang 

dibentuk pemerintah Jepang yang di dalam sub bagiannya diperuntukan bagi 

kaum perempuan. Organisasi ini seperti Fujinkai yang bertujuan menyiapkan 

kaum perempuan agar siap kapan pun jika dibutuhkan, Barisan Pekerja 

Perempuan POETERA yang mempunyai melakukan kegiatan-kegiatan bagi kaum 

perempuan Indonesia, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini mempunyai anggota 

yang kebanyakan orang-orang yang terpelajar.
57

 Kebijakan secara non formal 

yakni keterlibatan kaum perempuan dimana mereka tidak ikut ke dalam 

organisasi-organisasi bentukan pemerintah Jepang. Kaum perempuan ini 

                                                 
53

 Ibid. 
54

 Ibid. Hlm. 164. 
55

 Ibid. 
56

 Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Op. Cit. Hlm. 58. 
57

 Ibid. 
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umumnya yang tidak berpendidikan formal dan dalam skala struktur sosial bisa 

dikategorikan sebagai wong cilik.
58

 Pemerintah Jepang juga memanfaatkan kaum 

perempuan ini karena pada dasarnya Jepang juga membutuhkannya untuk 

kepentingan perangnya. Kebijakan secara non formal ini yang menyebabkan 

kaum perempuan terjebak.  

Pemerintah Jepang memanfaatkan kaum perempuan dengan cara 

menjanjikan dibukanya lowongan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, 

pemain sandiwara, pekerja di restoran, dan lain-lain. Lowongan pekerjaan yang 

dijanjikan Jepang ternyata hanya sebuah jebakan. Kaum perempuan yang terjebak 

ini nantinya dijadikan sebagai Jugun Ianfu yang ditempatkan di sekitar barak-

barak militer. Dengan dijadikannya kaum perempuan sebagai Jugun Ianfu 

semakin menjadikan kaum perempuan tersiksa baik fisik ataupun non fisik. 

 

2.2. Kebijakan perekrutan Jugun Ianfu di Indonesia 

 

 Korea adalah wilayah yang mengalami kekejaman Jepang paling parah. 

Korea mempunyai fungsi sebagai pijakan awal untuk menguasai Cina dan 

mengkonsentrasikan kekuatan militer paling besar menjelang Perang Dunia II.
59

 

Korea lah Jugun Ianfu petama kali diadakan.
60

 Pada 1931 militer Jepang 

melakukan invasi ke Cina dan mendirikan negara boneka timur laut Tiongkok 

yang bernama Manchukuo di Mancuria, bagian timur utara Tiongkok (Cina) dekat 

dengan perbatasan Korea dan Rusia.
61

 Ketika Jepang menduduki Cina persediaan 

makanan yang dimiliki tentara Jepang mulai habis sehingga tentara Jepang mulai 

mengambil persediaan makanan di rumah-rumah penduduk. Saat menduduki Cina 

para tentara Jepang juga melakukan pemerkosaan terhadap kaum perempuan. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat semangat berjuang para prajurit 

dengan memberikan jalan keluar dari frustasi akibat beratnya kehidupan militer.
62

 

                                                 
58

 Ibid. Hlm. 58 – 59. 
59

 A. Dahan. Pada Mulanya di Korea. Majalah Tempo, 25 Juli 1992. Hlm. 16. 
60

 Ibid. Hlm 16. 
61

 Eka Hindra & Koichi Kimura.Op. Cit. Hlm. 220. 
62

 Kazuko Watanabe. Trafficking in Women’s Bodies, Then and Now: The Issue of Military 

“Comfort Women”. Women’s Studies Quarterly, Vol, 27, No. 1/2, Teaching About Violence 

Against Women (Spring – Summer, 1999), pp. 19 – 31. The Feminist Press.03 November 2010. 

Hlm. 21. 
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Dengan banyaknya tindakan pemerkosaan yang dilakukan tentara Jepang 

menyebabkan munculnya penyakit kelamin. Akibat banyaknya penyakit kelamin 

yang diderita tentara Jepang mengakibatkan melemahnya kekuataan tentara 

Jepang. Pada tahun 1937 militer Jepang mengirimkan dokter yang bernama Aso 

Tetsuo yang diperintahkan untuk menyelidiki apa yang menyebabkan banyak 

tentara Jepang yang menderita penyakit kelamin. Melalui penyelidikan yang 

dilakukan ditemukan sebagian besar tentara Jepang yang menderita penyakit 

kelamin disebabkan tindak pemerkosaan secara bebas. Aso Tetsuo memberikan 

masukan atau rekomendasi kepada militer Jepang untuk menyediakan tempat 

khusus untuk para tentara Jepang menyalurkan hasrat biologisnya dan ini adalah 

cikal bakal Ianjo untuk para Jugun Ianfu.
63

 Bukti keterlibatan tentara Jepang 

melakukan perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu 

dengan ditemukannya di dalam dokumen Tahun 1938 yang ditandatangani oleh 

Kepala Staf Komando Tentara Jepang di Cina Utara secara jelas menyebutkan 

bahwa rumah-rumah pelacuran perlu didirikan di setiap wilayah komando 

militer.
64

 

Jugun Ianfu
65

 berasal dari Ju = Ikut, Gun = Militer atau Balatentara, 

sedangkan Ian = Penghibur, dan Fu = Perempuan. Kaum perempuan yang 

menjadi Jugun Ianfu bukan hanya berasal dari golongan rendah tetapi ada juga 

kaum perempuan yang menjadi Jugun Ianfu berasal dari yang golongan atas, 

kaum perempuan yang berasal dari golongan atas dijanjikan Jepang akan 

mendapatkan beasiswa sekolah di Tokyo.
66

 Pola perekrutan yang dilakukan 

Jepang untuk mendapatkan kaum perempuan yang nantinya dijadikan sebagai 

Jugun Ianfu
67

 ada beberapa cara yaitu: 

1. Pemaksaan melalui kekerasan fisik. 

2. Pemaksaan dengan jalan menyebarkan perasaan takut dan ancaman 

disertai teror yang merupakan kekerasan psikologi. 

                                                 
63

 Ibid. Hlm 225. 
64

 Didi Prambadi & Seiichi Okawa.Loc. Cit. Hlm. 14. 
65

 Jugun Ianfu bisa dikatakan istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja 
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 Sri Indrayati & Seiichi Okawa.Loc.Cit. Hlm. 17. 
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 Eka Hindra & Koichi Kimura.Op.Cit. Hlm. 240. 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



20 

 

Universitas Indonesia 

3. Pemaksaan dengan cara tipu daya dengan iming-iming akan diberikan 

pekerjaan dan janji disekolahkan. 

Sisi yang menonjol dari model perekrutan para calon Jugun Ianfu adalah sifatnya 

yang tertutup dan biasanya dari mulut ke mulut. Dengan adanya model seperti ini 

maka muncul yang disebut calo dengan tujuan merekrut para kaum perempuan 

untuk dijadikan sebagai Jugun Ianfu.
68

 

 Kaum perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu umumnya masih 

berusia muda atau masih sangat muda, malah sebagian besar belum mendapat 

menstruasi. Kaum peremuan yang menjadi Jugun Ianfu berusia 13 sampai 25 

tahun.
69

 Tempat untuk menampung para Jugun Ianfu bernama Ianjo
70

 yang 

berasal dari Ian = Hiburan dan Jo = Tempat. Ianjo-Ianjo tersebut selalu didirikan 

di dekat barak-barak militer tentara Jepang yang berdiri di suatu wilayah yang 

didudukinya, alasannya agar pihak militer dapat mengawasi aktifitas seksual para 

prajuritnya.  

Bukti adanya kaum perempuan Indonesia yang dijadikan Jugun Ianfu oleh 

Jepang berhasil ditemukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Jepang 

yang bekerja selama 6 bulan dengan menemukan 127 dokumen dari empat 

instansi pemerintah Jepang.
71

 Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa Jugun 

Ianfu bukan hanya berasal dari perempuan Cina ada yang berasal dari Taiwan, 

tetapi juga dari Korea, Filipina, dan Indonesia yang dipaksa untuk menjadi Jugun 

Ianfu.
72

 Dalam sebuah dokumen yang berada di Arsip Nasional Belanda di Den 

Haag, ditemukan bahwa selain kaum perempuan Indonesia yang dijadikan Jugun 

Ianfu terdapat pula 35 wanita Belanda yang ditahan di kamp tahanan di Semarang 

untuk dijadikan wanita penghibur.
73
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Salah Satu Bentuk Denah Ianjo Asrama Telawang, Kalimantan Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. : Gambar bentuk denah Ianjo Asrama Telawang, Kalimantan Selatan yang ditinggalin 

para Jugun Ianfu untuk melayani hasrat seksual para tamu yang datang.Ianjo ini didirikan di 

pinggir jalan raya dan dikelilingi oleh pagar yang tinggi. Pagar yang tinggi ini berfungsi agar 

orang lain dari luar Ianjo tidak dapat melihat aktifitas yang terjadi di dalam Ianjo. Ianjo ini terdiri 

dari kamar-kamar yang di nomori mulai dari kamar 1 sampai 24 dimana digunakan para Jugun 

Ianfu melayani para tamu yang datang, ruang periksa kesehatan yang dipergunakan untuk 

memeriksa apakah Jugun Ianfu terkena penyakit kelamin atau tidak, loket karcis dimana para tamu 

membeli karcis yang disesuaikan dengan jam serta tingkat kedudukan tamu tersebut, ruang tunggu 

dimana para tamu menunggu giliran selanjutnya untuk dilayani oleh Jugun Ianfu, dan lain-lain 

sesuai dengan fungsi ruang tersebut. (Eka Hindra & Koichi Kimura. Momoye Mereka 

Memanggilku. Hlm. 219.) 

 

Ianjo yang dibuat oleh tentara Jepang sangat tertata dengan baik dan rapi dimana 

setiap Ianjo disediakan seorang dokter yang berfungsi untuk memeriksa kesehatan 

para Jugun Ianfu setiap minggu. Ianjo tersebar di berbagai wilayah seperti pulau 

Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
74
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Gambar Alat Kesehatan Yang Digunakan Jugun Ianfu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. : Ini adalah alat kesehatan yang digunakan para Jugun Ianfu seperti Kaputjes atau 

kondom yang diberikan kepada setiap tamu yang datang ke Ianjo. Kaputjes yang diberikan 

tersebut terbuat dari plastik kasar, mutunya jelek, dan gampang bocor. Di dalam gambar juga 

terdapat alat yang disebut cocor bebek  yaitu alat yang dimasukan kedalam alat kelamin para 

Jugun Ianfu, dengan alat ini bisa diketahui apakah Jugun Ianfu terkena penyakit kelamin atau 

tidak. (Eka Hindra & Koichi Kimura. Momoye Mereka Memanggilku. Hlm. 97) 

 

Tamu yang datang ke Ianjo adalah orang Jepang baik dari sipil Jepang 

ataupun tentara Jepang. Ada perbedaan perlakuan antara tamu sipil Jepang dan 

militer Jepang yang diterima oleh para Jugun Ianfu.
75

 Penghuni di Ianjo 

bermacam-macam ada yang khusus wanita Jepang tetapi ada juga Ianjo yang 

menyediakan wanita campuran Cina dan Indonesia.
76

 Para Jugun Ianfu yang 

berada di dalam Ianjo harus melayani para tentara Jepang dengan dibagi menurut 

shift seperti yang dialami oleh Mardiyem
77

 di Asrama Telawang (Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan), yang mengatakan: 

 

 

                                                 
75

Eka Hindra & Koichi Kimura. Op.Cit. Hlm. 108. 
76

 Tim Tempo. Op. Cit. Hlm. 59. 
77

 Mardiyem salah satu kaum perempuan yang pada waktu umur 13 tahun akan dijadikan sebagai 

penyanyi di grup musik Pantja Soerja tetapi akhirnya dijebak dijadikan sebagai Jugun Ianfu yang 

tinggal di Asrama Telawang Kalimatan Selatan. Mardiyem menempati kamar no 11 dan nama nya 

diubah dengan nama Jepang yaitu Momoye (Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 93) 
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“Tamu yang datang tidak bisa sembarangan masuk ke kamar-kamar. 

Semuanya diatur dan diawasi oleh pengelola asrama. Jam tamu siang hari 

antara pukul 12.00 – 17.00 khusus untuk serdadu pangkat rendah Jepang 

dengan karcis seharga 2,5 Yen. Kalau sore hari pukul 17.00 – 24.00 

khusus untuk orang sipil Jepang degan harga karcis 3,5 Yen. Mulai pukul 

24.00 sampai pagi dikenai karcis seharga 12,5 Yen. Biasanya jam itu, 

banyak dipakai oleh serdadu Jepang berpangkat perwira.”
78

 

  

para tamu yang sudah mendapatkan karcis akan mendapatkan Kaputjes.
79

 

Mardiyem selama menghuni Asrama Telawang setiap harinya harus melayani 

para tamu dengan jumlah yang banyak sehingga pada waktu itu membuat dirinya 

mengalami pendarahan. Dengan keadaan pendarahan ini Mardiyem diberika obat 

seperti pil dan kemudian 3 hari berikutnya pendarahan tersebut berangsur-angsur 

pulih. Setiap harinya Mardiyem harus melayani para tamu yang jumlahnya 10 – 

15 orang.
80

 

Tidak semua tamu yang datang bersikap baik dan sopan terhadap para 

Jugun Ianfu. Nasib yang diterima oleh para Jugun Ianfu hampir semuanya sama 

yaitu sangat menderita baik fisik mau nonfisik. Kekerasaan fisik yang diterima 

para Jugun Ianfu sangat beragam mulai dari ditendang, dipukul dengan popor 

senjata, dan lain-lain. Sedangkan kekerasaan nonfisik yang dialami para Jugun 

Ianfusetiap harinya yaitu selalu merasa ketakutan karena mereka harus melayani 

para tamu yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Akibat tekanan dan 

siksaan yang diterima banyak para Jugun Ianfu yang meninggal dunia karena 

sakit atau bunuh diri. 

Nasib yang diterima para eks Jugun Ianfu baik fisik dan non fisik seperti 

yang dialami Mardiyem yang tidak jauh berbeda seperti nasib Jugun Ianfu yang 

lainnya, seperti disiksa kalau tidak mau melayani para tamu yang datang. Suatu 

ketika Mardiyem hamil dan diketahui oleh pemilik Ianjo yang dihuninya. Pada 

saat itu usia kehamilan Mardiyem sudah berumur 5 bulan. Mardiyem kemudian 

dibawa ke rumah sakit dan disana perutnya di plenet
81

 tanpa dibius terlebih 

                                                 
78

 Ibid. Hlm. 106 – 107  
79

 Kaputjes nama lainnya adalah kondom yang dibagikan ke  para tamu yang ingin menggunakan 

para Jugun Ianfu dan biasanya setiap tamu mendapatkan dua buah Kaputjes. (Ibid. Hlm. 107) 
80

 Ibid. Hlm. 105. 
81

 Plenet yaitu perut yang ditekan dengan kuat sampai isinya keluar tetapi dengan jalan 

dipaksa.Dalam hal ini bayi yang ada di dalam kandungan Mardiyem yang sudah berumur 5 bulan 

harus dikeluarkan secara paksa. 
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dahulu. Mardiyem merasakan sakit yang luar biasa sampai tidak dapat menangis 

lagi.
82

 Rasa sakit yang dirasakan dan perasaan Mardiyem soal pengguguran yang 

dilakukan seperti yang diceritakan  

 

“Saking sakitnya, tangan saya ini sampai tidak bisa digerakan.Tubuh saya 

lemas. Lebih sedih lagi, saya tahu anak itu masih hidup.Betapa dosanya 

saya.”
83

 

 

“Saya ingat bayi itu bergerak-gerak.Dia masih hidup.Anak itu laki-

laki.”
84

 

 

Hal yang dialami oleh Mardiyem adalah salah satu gambaran betapa 

menderitanya nasib Jugun Ianfu pada masa itu. Jika Jugun Ianfu tidak mau 

melayani tamu yang datang maka mendapatkan hukuman fisik dari pukulan, 

tendangan, dan lain-lain. Apabila para Jugun Ianfu ketahuan hamil maka 

kandungannya itu harus digugurkan dengan cara yang tidak manusiawi. 

Menurut Mardiyem juga terdapat Jugun Ianfu yang berasal dari angakatan 

kedua dan ketiga.
85

 

 

Daftar nama Jugun Ianfu angkatan pertama penghuni Asrama 

Telawang di Kalimantan Selatan.
86

 

Nama Asli Nama Jepang Nomor Kamar 

Sastro - 1 

Haniyah - 2 

Waginem Sakura 3 

Giyah - 4 

Soerip Ayami 5 

Jarum Hakiko 6 

Karsinah - 7 

Suharti Masako 8 

Mur Noburu 9 

Soetarbini Ineke 10 

Mardiyem Momoye 11 

Jainem Haruye 12 

Arjo - 13 

                                                 
82

 Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 126. 
83

 Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Op. Cit. Hlm. 143. 
84

 Ibid. 
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 Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 144 – 147. 
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 Ibid. Hlm. 92. 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



25 

 

Universitas Indonesia 

Supri - 14 

Wajilah - 15 

Sukarlin Itoko 16 

Ribut Akiko 17 

Pawiro - 18 

Sastro - 19 

Gendut - 20 

Sarmini - 21 

 

Tabel 1.2. 

Tabel diatas adalah urutan kamar yang ditempati kaum perempuan yang 

dijadikan Jugun Ianfu di Asrama Telawang Kalimatan Selatan seperti yang 

dikatakan oleh Mardiyem. Bisa terlihat bahwa Jugun Ianfu yang memiliki nama 

asli Indonesia diganti menjadi nama Jepang. Ini adalah adalah angkatan pertama 

yang menghuni Asrama Telawang dan nanti nya akan ada angkatan kedua serta 

ketiga yang menghuni Asrama Telawang. 

 

Daftar nama Jugun Ianfu angkatan kedua.
87

 

Nama Asli Nama Jepang 

Mangun - 

Atmo - 

Senen - 

Lasiyem Takito 

Ginem - 

Giyah Sakura 

 

Tabel 2.2. 

Tabel diatas adalah angkatan kedua.Angkatan kedua tidak menempati 

Asrama Telawang dikarenakan kamar yang ada di Asrama Telawang hanya 

berjumlah 24 kamar sedangkan angkatan kedua berjumlah 35 orang. Akibat tidak 

muatnya Asrama Telawang bagi angkatan kedua menyebabkan Angkatan kedua 

harus tinggal berdesakan di rumah peristirahatan yang disewa Cikada dari 

penduduk setempat. Kalau ada dari angkatan pertama yang sedang sakit atau tidak 

bisa melayani tamu yang datang maka Jugun Ianfu yang berasal dari angkatan 

kedua menggantikan dan menempati kamar di Asrama Telawang. Dari angkatan 

kedua tidak semuanya melayani para tamu dan itu membuat Jugun Ianfu angkatan 

kedua tidak mempunyai pekerjaan serta kekurangan makanan. 
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Daftar nama Jugun Ianfu angkatan ketiga.
88

 

Nama Asli Nama Jepang 

Suharti Miki 

Sulasmi - 

Tuminah - 

Karsinah - 

Sarju - 

Gigo - 

Sutiyem - 

Kasmini - 

Tukinah - 

 

Tabel 3.2. 

Tabel ini adalah angkatan ketiga versi Suharti.Angkatan ketiga ini datang 

pada pertengahan tahun 1944. Sebelumnya angkatan ketiga ini dijadikan sebagai 

Jugun Ianfu di Balikpapan selama 8 bulan. Jugun Ianfu yang berasal dari 

angkatan ketiga ini melarikan diri dari Balikpapan karena saat itu daerah ini di 

bom oleh sekutu. 

 Nasib yang sama juga dialami Suharti
89

 yang setiap harinya harus 

melayani para tamu yang datang sekitar 6 sampai dengan 12 orang setiap 

harinya.
90

 Makanan yang diterima oleh Suharti ketika menghuni di Asrama 

Telawang yaitu nasi yang dicampur sekam dipadu dengan dedak dengan lauk 

sepotong ikan asin dan sayur ala kadarnya.
91

 Berbeda dengan yang dialami 

Ngairah
92

 yang pada waktu itu dirazia di Solo dan dimasukan ke Hotel Rose yaitu 

hotel tempat Jepang mengumpulkan wanita penghibur. Sebelum kedatangan 

Jepang Ngairah sudah menjajakan dirinya di kompleks pelacuran. Menurut 

Ngairah bahwa ia tidak senang melayani Jepang dan tinggal di hotel tersebut 

karena Jepang itu pelit dan ia tidak boleh keluar dari hotel, sedangkan pada zaman 

Belanda Ngairah banyak mendapatkan uang karena orang Belanda itu royal.
93
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Nasib Jugun Ianfu yang mengalami kekerasan ternyata berbeda seperti 

yang dirasakan oleh Fumiko
94

 

 

“Mereka tidak kejam, mereka hanya menuntut pelayanan seks. Kerap 

setelah itu tamu-tamunya menghadiahi barang, perhiasaan dan di “rumah 

besar” itu ada ketentuan bahwa pelayan yang baik akan mendapat 

imbalan perhiasaan.”
95

 

 

Nasib yang dialami oleh Fumiko memang berbeda dengan apa yang 

dialami oleh Jugun Ianfu lainnya, akan tetapi cara perekrutan yang dilakukan 

terhadap Fumiko hampir sama. Fumiko dijanjikan akan dikawini dan dibawa ke 

Tokyo serta kehidupan keluarganya akan dijamin.
96

 Fumiko akhirnya ikut tentara 

Jepang karena tidak bisa melawan dan hanya pasrah atas yang terjadi dengan 

dirinya. Fumiko ternyata nasibnya lebih baik dibandingkan dengan Jugun Ianfu 

lainnya yang tinggal di “rumah besar” tersebut yaitu ketika salah satu tamu yang 

datang ke tempatnya membawa Fukimo keluar dari “rumah besar” itu. Ketika 

Jepang kalah, tamu yang mengeluarkannya dari “rumah besar” tersebut kembali 

ke Jepang dan sekarang Fumiko telah menikah dengan seorang buruh pelabuhan 

dan mempunyai beberapa anak.
97

 

Tidak semua kaum perempuan terjebak menjadi Jugun Ianfu dan 

menghuni Ianjo, akan tetapi ternyata ada kaum perempuan yang diambil oleh para 

perwira Jepang untuk tinggal bersama mereka. Kaum perempuan ini seperti yang 

diceritakan oleh Djamirah yang ditempatkan di rumah seorang pejabat sipil 

Jepang.
98

 Nasib Djamirah ternyata membawa berkah bagi orang tua dan 
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keluarganya karena ketika menjadi gundik Djamirah sering mendapat hadiah-

hadiah yang diberikan kepadanya serta tambahan uang.
99

 

Dari beberapa pengalaman yang terjadi pada eks Jugun Ianfu bisa dilihat 

bahwa perekrutan kaum perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai Jugun 

Ianfu menggunakan beberapa cara dan sifatnya tertutup. Setelah melihat 

bagaimana kebijakan Jepang selama masa pendudukan di Indonesia terhadap 

kaum perempuan dan perekrutan Jugun Ianfu di Indonesia, maka bab selanjutnya 

akan membahas kehidupan Jugun Ianfu setelah kekalahan Jepang oleh sekutu. 

Bab ini mencangkup dampak dan problematika apa saja yang dihadapi para eks 

Jugun Ianfu setelah Jepang meninggalkan Indonesia dalam mencari keadilan bagi 

dirinya.
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BAB 3 

EKS JUGUN IANFU SETELAH MASA PENDUDUKAN JEPANG 

 

 

3.1. Dampak Yang Diterima Jugun Ianfu 

 

Setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu Agustus 1945 dengan 

dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki. Maka, pendudukan Jepang di 

Indonesia telah berakhir. Pendudukan Jepang meninggalkan banyak jejak pahit 

terutama para Jugun Ianfu. Nasib Jugun Ianfu pada masa pendudukan sangat 

memperihatinkan dan mengenaskan. Banyak para Jugun Ianfu yang kehilangan 

nyawa secara tragis, baik karena penyakit yang diderita ataupun siksaan yang 

diterima saat itu. Jugun Ianfu disediakan oleh pihak militer Jepang untuk 

mengontrol aktfitas kesehatan seksual agar para tentaranya tidak terkena penyakit 

kelamin yang akan berakibat melemahnya kekuataan militer Jepang.
100

 Para tamu 

yang ingin mendapatkan layanan dari para Jugun Ianfu diharuskan membeli karcis 

terlebih dahulu, dan lain-lain. Untuk soal karcis disediakan oleh pengelola Ianjo 

dengan harga karcis yang dijual berbeda-beda. 

Para Jugun Ianfu ini hanya menerima sebuah karcis tetapi bukan dalam 

bentuk uang. Karcis yang didapatkan dari para tamu pengunjung disimpan baik-

baik karena nantinya karcis tersebut dapat ditukarkan dengan uang tetapi 

semuanya hanya sebuah kebohongan, seperti yang diceritakan oleh Mardiyem 

 

“Kami tidak pernah menerima uang langsung dari tamu yang datang. 

Kami hanya mendapatkan karcis dari tamu-tamu yang akan kami layani 

kebutuhan seksnya. Pengelola asrama mengatakan, karcis yang diberikan 

oleh tamu-tamu itu disimpan baik-baik, kelak dapat ditukar dengan uang. 

Untuk sementara uang disimpan dulu oleh pihak Jepang. Nanti jika sudah 

tidak bekerja, uang itu bisa diambil dan dapat dijadikan ongkos pulang ke 

Jawa.Awalnya kami senang juga mendengar janji pengelola asrama itu. 

Setiap kali tamu datang,karcinya selalu aku simpan di bawah kasur. Kira-

kira karcis sudah terkumpul satu keranjang besar. Hingga meninggalkan 

asrama, kami tidak pernah mendapatkan uang seperti yang dijanjikan. 

                                                 
100

 Tahiro. Sepak Terjang Jepang di Indonesia. 2003. Lembaga Humaniora. Jakarta. Hlm. 118 – 

119. 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



30 

 

Universitas Indonesia 

Karcis-karcis itu kami tinggalkan begitu saja saat sekutu datang membom 

asrama Telawang.”
101

 

 

Nasib yang tidak jelas dan trauma mendalam membuat para eks Jugun Ianfu tidak 

tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kekalahan Jepang para eks Jugun Ianfu 

melarikan diri dari Ianjo-Ianjo yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. 

Beberapa eks Jugun Ianfu ada yang balik ke kota asalnya dan juga ada yang 

tinggal di kota lain. Selain, nasib yang tidak jelas dan trauma mendalam, para eks 

Jugun Ianfu harus menerima anggapan negatif dari kalangan perempuan lain.
102

 

Anggapan negatif ini membuat trauma yang mengakibatkan tekanan psikologis 

yang sangat kuat. Tekanan yang terjadi ini disebabkan munculnya kecurigaan dari 

kalangan perempuan lain yang sudah memiliki suami, hal ini dikarenakan takut 

para eks Jugun Ianfu merebut suami-suami orang.
103

 Cap yang diperoleh serta 

nasib juga trauma, membuat para eks Jugun Ianfu hidupnya sangat menderita. 

Para eks Jugun Ianfu juga dianggap wanita nakal di lingkungan masyarakat. Nasib 

para eks Jugun Ianfu ini makin bertambah karena mendapatkan sindiran-sindiran 

baik dari para tetangga atau kerabat lainnya yang telah mendengar kisah mereka 

sewaktu pendudukan Jepang di Indonesia.
104

 seperti yang dialami oleh Mardiyem 

 

“Masyarakat masih mencap kami sebagai pelacur dan perempuan nakal, 

meskipun peristiwa itu telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Penderitaan 

fisik masih aku rasakan sampai sekarang. Tulang punggungku remuk, kaki 

kiriku mengecil, dan di kepala ada gumpalan darah. Kepala rasanya sakit 

sekali kalau aku mengingat dan menceritakan masa lalu. Apakah itu yang 

disebut sebagai pekerjaan yang enak! Sungguh… ucapan itu sangat jahat 

dan melecehkan.”
105

 

 

Dampak yang dialami para eks Jugun Ianfu bukan hanya trauma akibat 

tekanan psikologis dari lingkungan sekitar tetapi ada juga yang mengalami luka 

fisik. Kondisi kesehatan para eks Jugun Ianfu semenjak keluar dari Ianjo sangat 

memeprihatinkan. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan tampak terlihat dari 

beberapa eks Jugun Ianfu ini yang mengalami cacat fisik permanen dan kerusakan 
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organ reproduksi yang menyebabkan para eks Jugun Ianfu ini tidak bisa 

mengandung dan melahirkan.
106

 Kondisi yang memprihatinkan ini dialami para 

eks Jugun Ianfu selama hidupnya. Beberapa contoh kondisi fisik yang dialami 

para eks Jugun Ianfu seperti yang diceritakan oleh Mardiyem yaitu: 

“Rata-rata teman-teman yang berhasil aku temukan hidup dalam keadaan 

sangat miskin, mereka tinggal di desa-desa di sekitar Yogyakarta. 

Kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak 

angkat, sebab sebagian tidak bisa berkeluarga atau kalaupun berkeluarga 

tidak memiliki keturunan.”
107

 

 

“Aku bertemu Sarmini dalam keadaan yang menyedihkan di sebuah gubuk 

kecil di Sleman tahun 1993. Kondisinya sakit parah dan matanya 

buta.Sarmini berpesan “kalau uang dari Jepang sudah turun, tolong nanti 

diberikan kepada adikku untuk memperbaiki makamku”. Sarmini juga 

berpesan kepadaku agar jangan lupa kirim doa kalau dia meninggal.”
108

 

 

“Pada tahun 1995 aku bertemu dengan Lagiyem dari angkatan kedua. 

Dulu ketika di Asrama Telawang Lagiyem adalah tukang cuci baju-bajuku 

dan Mbak Ribut. Kami memberikan pekerjaan itu kepada Lagiyem karena 

dia jarang bekerja melayani tamu selama di Asrama Telawang. Oleh 

karena itu, dia tidak mempunyai uang dan sering kelaparan serta tidak 

mempunyai baju.Setelah pergi dari Asrama Telawang, Lagiyem sempat 

menikah dengan seorang laki-laki bekas Romusha di Borneo dan 

mempunyai anak. Ternyata, suaminya itu sudah mempunyai istri di Jawa. 

Mereka kemudian bercerai, lalu anak Lagiyem menjadi anak angkat Mbak 

Ribut. Tidak lama kemudian Lagiyem menjadi gila.”
109

 

 

“Teman lainnya adalah Sukarlin. Dia perempuan paling cantik di antara 

kami angkatan pertama.Sukarlin usianya paling tua, 29 tahun. Saat itu 

Sukarlin sudah menikah dan telah mempunyai satu anak ketika berangkat 

ke Borneo. Dia sakit hati karena suaminya serong dengan perempuan lain, 

makanya dia bertekad untuk bekerja meskipun harus ikut Jepang. Saat di 

Kapal Nichimarum, Sukarlin sempat berpacaran dengan orang kapal. Aku 

bertemu dengan Sukarlin pada 1996, tetapi waktu itu dia sudah buta. 

Sebelum buta… penderitaan Sukarlin bukan hanya karena buta, namun 

rahimnya juga rusak parah dan masih terus mengeluarkan darah seperti 

orang yang sedang dating bulan. Penderitaan itu dialami hingga dia 

meninggal pada umur 92 tahun, di Kali Bayem pada tahun 2000.”
110
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Dengan kondisi fisik yang memprihatinkan dan trauma yang sangat 

mendalam membuat para eks Jugun Ianfu banyak yang tidak mau mengingat lagi 

kejadian tersebut. Para eks Jugun Ianfu juga tidak mau memberitahukan kepada 

orang disekitarnya akan nasib yang dijadikan sebagai pemuas nafsu seks para 

serdadu Jepang dan sipil Jepang pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia. 

Pada 1991 pemberitaan soal adanya Jugun Ianfu yang dilakukan militer 

Jepang di daerah pendudukannya mulai muncul. Awalnya sejumlah perempuan 

yang berasal dari Korea Selatan menyadari dengan banyaknya teman mereka yang 

telah meninggal sedangkan teman-teman yang meninggal tersebut adalah para eks 

Jugun Ianfu maka mereka mendirikan Perhimpuan Korban Perang Pasifik Korea 

Selatan yang menuntut pemerintah Jepang.
111

 Kasus Jugun Ianfu pertama kali 

terkuat dengan adanya pengakuan dari Kim Hak Soon dari Korea Selatan yang 

dengan lantang memberi kesaksian atas kekejaman terhadap dirinya yang 

dijadikan budak seks oleh militer Jepang di depan publik.
112

 

Para eks Jugun Ianfu yang berasal dari Korea Selatan meminta pemerintah 

Jepang meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada mereka.
113

 Hal ini 

diperkuat dengan ditemukannya dokumen yang dibeberkan di harian Asahi 

Shimbun soal keterlibatan tentara kekaisaran Jepang dalam pengadaan Jugun 

Ianfu dimana di dalam dokumen komando militer tahun 1938 yang ditandatangani 

oleh Kepala Staf Komando Tentara Jepang di Cina Utara yang secara jelas 

menyebutkan bahwa rumah-rumah pelacuran perlu didirikan di setiap wilayah 

komando militer Jepang.
114

 Hal tersebut mematahkan pernyataan pemerintah 

Jepang soal adanya Jugun Ianfu. Dengan munculnya pengakuan dari eks Jugun 

Ianfu yang berasal dari Korea Selatan membuat para eks Jugun Ianfu yang berasal 

dari Indonesia juga membuka suara tentang dirinya yang dijadikan sebagai Jugun 

Ianfu selama masa pendudukan Jepang di Indonesia.  

Dengan banyaknya pengakuan dari kaum perempuan yang dijadikan 

sebagai Jugun Ianfu muncul pro kontra terutama di Jepang sendiri yang 

menyatakan bahwa praktik Jugun Ianfu itu tidak ada, kalau pun ada wanita-wanita 
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tersebut adalah pelacur.
115

 Akan tetapi, hal tersebut dibantah dengan 

ditemukannya dokumen-dokumen soal praktik Jugun Ianfu. Dulu sebelum adanya 

pengakuan pemerintah Jepang atas keterlibatan militernya dalam pengadaan 

perempuan-perempuan untuk memuaskan nafsu birahinya, Pemerintah Jepang 

selalu menolak dikarenakan dalam hal pengadaan tersebut pemerintah Jepang 

tidak bertanggung jawab. Pada tahun 1992 Perdana Menteri Jepang Miyazawa 

meminta maaf soal keterlibatan militer Jepang atas kejahatan yang dilakukan dan 

berjanji akan menyelidikinya.
116

 

Praktik Jugun Ianfu yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak 

simpati atas nasib yang dialami para eks Jugun Ianfu dalam memperoleh keadilan, 

hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga dari dalam negeri. Salah satu 

lembaga yang memperjuangkan tentang nasib Jugun Ianfu di Indonesia yaitu 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
117

 Ini diawali pada tahun 1993 

ketika LBH Yogyakarta membuka daftar pengaduan korban kekejaman Jepang.
118

 

Pada saat pendaftaran tersebut banyak korban yang mendaftarkan dirinya sebagai 

akibat dari kekejaman Jepang pada masa pendudukan. Para korban yang 

mendaftar seperti dari eks Romusha dan eks Jugun Ianfu. Pendataan yang 

dilakukan oleh LBH Yogyakarta tersebut dikumpulkan dan ditindak lanjuti 

dengan menyerahkan ke Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi 

Advokat Jepang (Nichibenden) yang dipimpin Akira Murayama.
119

 

Salah satu eks Jugun Ianfu, Mardiyem, setelah melaporkan dirinya kepada 

LBH Yogyakarta atas kekejaman yang di alaminya, selanjutnya Mardiyem 

berusaha menemukan teman-temannya yang nasibnya sama seperti dirinya. 

Dukungan dari badan atau organisasi yang ada di Indonesia tidak terlalu besar 

tidak seperti dukungan dari luar Indonesia soal Jugun Ianfu. Dukungan yang 

berasal dari luar Indonesia diluar dugaan. Organisasi yang simpati atas nasib para 
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eks Jugun Ianfu banyak bermunculan, seperti di Jepang sendiri didirikan Citizen’s 

Fund for Redress of World War II Victims In Asia & The Pasific (CFR).
120

 

Lain halnya pemerintah Jepang sendiri melalui AWF memberikan mandat 

kepada AWF untuk memberikan santunan bantuan ganti rugi dan pemintaan maaf 

kepada eks Jugun Ianfu. Hal ini mendapat protes keras karena permintaan maaf 

yang seharusnya dikatakan langsung oleh pemerintah Jepang kenapa dimandatkan 

kepada lembaga ini. AWF mengumpulkan wakil-wakil eks Jugun Ianfu untuk 

melakukan pertemuan pada Juli tahun 1996.
121

 Pertemuan ini bertujuan membahas 

masalah Jugun Ianfu dan memberikan dana kompensasi kepada para eks Jugun 

Ianfu. Hasil diskusi menyatakan bahwa Jugun Ianfu, yang diakui cuma dari 

daratan Korea, Filipina, dan Taiwan yang jumlah nya sekitar 300 orang.
122

 Dari 

hasil pertemuan tersebut wakil eks Jugun Ianfu dari Indonesia dan Cina tidak 

diakui sebagai Jugun Ianfu tetapi malah dianggap sebagai wanita penghibur yang 

diambil dari tempat pelacuran.
123

 Hasil tersebut membuat kekecewaan yang 

mendalam karena para eks Jugun Ianfu yang direkrut tersebut berasal dari 

keluarga baik-baik. Dalam pertemuan tersebut Indonesia tidak diakui dikarenakan 

Jugun Ianfu Indonesia adalah pelacur dan bukan dari kalangan kaum perempuan 

biasa yang telah dipaksa untuk menjadi penghuni Ianjo.
124

 

Pemerintah Jepang mendirikan AWF untuk memenuhi tanggung jawab 

kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Jepang dan menyelesaikan masalah 

Jugun Ianfu setelah adanya pengakuan dari para eks Jugun Ianfu atas kekejaman 

militer Jepang. Banyak protes yang bermuncul atas didirikannya AWF, hal ini 

disebabkan AWF adalah organisasi yang didirikan pemerintah Jepang untuk 

menghindar dari tanggung jawab soal Jugun Ianfu dengan cara memberikan dana 

kompensasi melalui AWF dan tidak meminta maaf secara langsung kepada para 

eks Jugun Ianfu. AWF lembaga bentukan pemerintah Jepang yang memberikan 

bantuan berupa uang kompensasi kepada eks Jugun Ianfu bekerjasama dengan 

Lembaga Swadaya Masyarakat di suatu negara yang memiliki eks Jugun Ianfu. 
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Korea Selatan dan Taiwan menolak menerima bantuan yang diberikan 

oleh AWF karena bantuan tersebut hanya berupa bantuan secara fisik tetapi tidak 

memberikan bantuan moral berupa permintaan maaf dan bertanggung jawab 

secara hukum.Sejak berdiri AWF gencar melakukan penyuapan terhadap para 

korban di Asia melalui uang penebusan yang dikumpulkan dari masyarakat 

Jepang.
125

 Dana kompensasi yang diberikan melalui AWF untuk para eks Jugun 

Ianfu di Indonesia nantinya juga mempunyai masalah. 

Lembaga-lembaga yang memberikan dukungan atas nasib Jugun Ianfu 

selain CFR masih yaitu Solidaritas Masyarakat Jepang untuk Ex-Jugun Ianfu 

Indonesia (SOMJII) yang dipimpin oleh Tetsuo Ohmura dan Fumiko Kawada 

yang berkedudukan di Jepang, Japan Woman’s Christian Temperance Union 

(Kyofukai), Forum for Resistance of Military Violence Against Women di 

Salatiga, Violence Against Women in War-Network (VAWW-Net).
126

 Lembaga 

VAWW-Net
127

 adalah lembaga yang merupakan kumpulan dari masyarakat sipil 

Jepang dan masyarakat Internasional yang mendukung nasib para eks Jugun Ianfu 

untuk mendapatkan keadilan. Lembaga ini yang nantinya berhasil 

menyelengarakan Pengadilan Perempuan Internasional untuk Jugun Ianfu tahun 

2000 di Tokyo: Jepang dan tahun 2001 di The Hague: Belanda. 

 

3.2. Problematika Yang Dihadapi Jugun Ianfu Setelah Pendudukan Jepang 

 

Adanya pengakuan awal dari eks Jugun Ianfu yang berasal dari Korea 

Selatan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan soal adanya Jugun 

Ianfu yang sengaja dibuat oleh militer Jepang. Hal tersebut, menyakinkan bahwa 

praktik dan perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai ransum tentara 

atau pemuas kebutuhan biologis para tentara Jepang itu ada. Setelah adanya 

pengakuan dan bukti-bukti tersebut membuat kaum perempuan yang merasa dulu 

dijadikan sebagai ransum tentara mulai bereaksi salah satunya para eks Jugun 

Ianfu yang berasal dari Indonesia setelah adanya pengakuan dari kaum perempuan 
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yang berasal dari Korea. Reaksi semakin menjadi ketika eks Jugun Ianfu datang 

ke Jepang untuk mengikuti pertemuan dengan wakil-wakil para eks Jugun Ianfu 

tahun 1996, akan tetapi hasil tersebut mengecewakan karena eks Jugun Ianfu dari 

Indonesia tidak diakui. 

Pemerintah Jepang pada saat itu memberikan mandat kepada AWF yang 

menyelenggarakan pertemuan yang mengurus masalah Jugun Ianfu dan hanya 

memberikan ganti rugi kepada korban yang memang sebelumnya bukan 

pelacur.
128

 Para eks Jugun Ianfu menuntut janji ganti rugi berupa uang seperti 

yang dijanjikan dulu ketika para eks Jugun Ianfu melayani tamu selama ini yang 

pada waktu itu dengan cara menggunakan karcis. Mardiyem salah eks Jugun Ianfu 

mengikuti dan juga bersaksi soal dirinya di Internasional Forum on War 

Compensation for The Asia Pacific Region di Tokyo: Jepang tahun 1995 

menuntut tiga hal kepada pemerintah Jepang
129

 yaitu: 

 Pemerintah Jepang harus mengaku bersalah dan meminta maaf kepada 

setiap Jugun Ianfu. 

 Pemerintah Jepang memulihkan dengan melakukan rehabilitasi nama baik 

setiap Jugun Ianfu dan menyebarluaskan masalah Jugun Ianfu kepada 

generasi muda melalui kurikulum pendidikan sejarah di Jepang. 

 Memberikan uang kompensasi sebagai korban perang kepada setiap Jugun 

Ianfu. 

Para eks Jugun Ianfu yang selama ini tidak pernah buka suara atas apa yang 

terjadi pada dirinya akhirnya membuka suara tentang nasibnya dengan cara 

meminta bantuan baik pihak di dalam negeri maupun pihak asing. 

 Tidak semua eks Jugun Ianfu mau membuka suara tentang dirinya dan 

melakukan aksi menuntut pemerintah Jepang. Ada beberapa alasan seperti malu 

terhadap masyarakat karena akan dianggap sebagai perempuan tidak baik, 

memiliki kondisi badan yang sudah lemah, akan dijauhin dari masyarakat dan 

keluarga jika tahu bahwa dahulu mereka adalah seorang Jugun Ianfu. Banyak para 

eks Jugun Ianfu yang telah meninggal dunia dan kalaupun ada yang masih hidup, 

kehidupannya sangat memprihatinkan seperti tidak memiliki keturunan atau 
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mempunyai keluarga tetapi tidak memiliki keturunan. Reaksi yang dilakukan para 

eks Jugun Ianfu tidak hanya sampai dengan pengakuan atas perlakuannya yang 

diterima tetapi hingga menuntut Jepang untuk ganti rugi atau memberikan uang 

kompensasi kepada para eks Jugun Ianfu. 

 Adanya tuntutan ganti rugi akhirnya AWF memberikan dana kompensasi 

kepada para eks Jugun Ianfu. Di beberapa negara para eks Jugun Ianfu bersedia 

menerima bantuan dana tersebut seperti Taiwan dan Filipina. Akan tetapi, AWF 

terhalang memberikan dana tersebut di Korea Selatan karena para eks Jugun Ianfu 

menolaknya. Eks Jugun Ianfu Korea menginginkan permintaan maaf dan dana 

kompensasi langsung dari pemerintah Jepang. Hal tersebut juga terjadi di 

Indonesia. Para eks Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia meminta agar yang 

memberikan uang kompensasi tersebut kepada mereka yaitu pemerintah Jepang 

langsung bukan diwakilkan oleh AWF. Dana kompenasi yang diberikan kepada 

para eks Jugun Ianfu melalui AWF bukan berasal dari pemerintah Jepang tetapi 

dari gerakan pengumpulan bantuan dari pribadi-pribadi masyarakat Jepang. 

 Saat pertama kali munculnya pengakuan dari kaum perempuan yang 

berasal dari Korea Selatan dan ditemukannya bukti adanya Jugun Ianfu berasal 

dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten 

Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar para korban Jugun Ianfu dicatat dan 

didata
130

. Pernyataan ini ditindaklanjuti LBH Yogya dengan membuka posko 

pengaduan korban kekejaman Jepang. Pada 24 Agustus 1995 diadakan pertemuan 

antara Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dengan Shuichiro Megata yaitu 

Konselor Kedutaan Jepang di Indonesia dan dijelaskan rencana program Perdana 

Menteri Jepang Mr. Murayama tentang Jugun Ianfu dengan membentuk empat 

hal
131

 yaitu: 

1. Telah dibentuk Asian Women Fund guna memberikan santunan wanita 

penghibur termasuk Indonesia. 

2. Pemerintah Jepang aka memberikan kontribusinya dalam penyediaan dana 

untuk Asian Women Fund tersebut. Jumlah santunan kepada Indonesia 
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secara keseluruhan kurang lebih 380 Juta Yen (kurs 1 yen = 19,0708 

rupiah)
132

 untuk kurun waktu kurang lebih 10 tahun. 

3. Pemerintah akan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam dengan 

permohonan maaf. 

4. Perdana Menteri Murayama secara pribadi telah bertemu dengan salah satu 

wanita penghibur (dari Indonesia) dan menjanjikan akan menentukan cara 

untuk menyatakan perasaan penyesalan masyarakat Jepang berkaitan 

dengan masalah Jugun Ianfu. 

Setelah pertemuan antara pemerintah Jepang dan Indonesia atas masalah Jugun 

Ianfu yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Departemen Sosial. Departemen 

Sosial tidak akan menyerahkan bantuan ini sepenuhnya kepada pihak lain ataupun 

perorangan.
133

 

Tindak lanjut soal pertemuan pada 24 Agustus 1995 antara pemerintah 

Jepang dengan pemerintah Indonesia terkait santunan yang akan diberikan sebesar 

380 juta Yen dalam kurun waktu 10 tahun, maka  pada 25 Maret 1997 pemerintah 

Indonesia dan Jepang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) soal 

pemberian dana bagi para korban eks Jugun Ianfu yang ditandatangani di 

Jakarta.
134

 Dana yang diberikan sebesar 380 juta yen yang dicicil selama 10 

tahun.
135

 Pada 1997 pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama sebesar 2 

juta Yen atau sekitar 150 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pemerintah 

Indonesia untuk membangun panti jompo bagi para eks Jugun Ianfu di lima 

provinsi di Indonesia.
136

 Lima provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Utara.
137

 

Tindakan Departemen Sosial yang mendirikan panti sosial sebagai 

tindakan yang kurang tepat karena lebih baik dana tersebut diberikan langsung 

kepada eks Jugun Ianfu untuk digunakan sehari-hari daripada mendirikan panti 

sosial. Sebenarnya inti dari tuntutan para eks Jugun Ianfu bukan semata-mata 

uang tetapi lebih kepada pertanggungjawaban moral pemerintah Indonesia. Dana 
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kompensasi ini juga memiliki masalah lain yaitu pemerintah Indonesia melalui 

Menteri Sosial RI Inten Suweno yang mengeluarkan pernyataan agar mencatat 

dan mendata korban yang menjadi Jugun Ianfu.
138

 Penyataan yang dikeluarkan 

Menteri Sosial ternyata tidak dilanjuti dengan adanya tindakan dari pemerintah 

Indonesia. Pemerintah Indonesia seakan lepas tangan dari masalah Jugun Ianfu 

ini. Sikap pemerintah Indonesia ini disebabkan adanya perjanjian pampasan 

perang tahun 1958.
139

 Hal yang membingungkan yaitu ketika pemerintah 

Indonesia malah menandatangani MoU soal dana pada bulan Maret 1997.
140

 

Dengan melihat dampak dan juga problematika yang dialami eks Jugun 

dalam mencari keadilan bisa dilihat bahwa kehidupan yang dialami eks Jugun 

Ianfu sangat memprihatinkan mulai ketika kaum perempuan ini dijadikan sebagai 

Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia hingga sampai akhir 

hayatnya. Keadilan yang dituntut oleh para eks Jugun Ianfu intinya adalah 

pertanggungjawaban hukum dan moral atas nasib yang dideritanya selama ini. 

Para eks Jugun Ianfu menginginkan agar pemerintah Jepang meminta maaf secara 

langsung tanpa diwakili oleh lembaga manapun karena masalah Jugun Ianfu 

terjadi akibat kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang selama pendudukan di 

Indonesia. Di bab selanjutnya akan dibahas bagaimana pandangan masyarakat 

Indonesia terhadap perjuangan Jugun Ianfu untuk mendaptkan keadilan.  
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BAB 4 

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK JUGUN IANFU 

DI INDONESIA 

 

 

 

4.1. Kalangan Advokasi Atau Pembelaan 

 

Praktik Jugun Ianfu yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di 

Indonesia mulai terungkap. Hal ini diawali dengan munculnya pengakuan dari 

kaum perempuan yang berasal dari Korea Selatan dan kemudian disusul dengan 

kaum perempuan diberbagai negara lainnya termasuk kaum perempuan yang 

berasal dari Indonesia. Pada 1992 beberapa pengacara berasal dari Jepang 

mendatangi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) untuk membantu 

mengumpulkan data tentang eks Jugun Ianfu.
141

 IKADIN menyarankan kepada 

para pengacara tersebut untuk bertemu dengan dengan Direktur LBH Jakarta, 

Nursyahbani Katjasungkana, yang nantinya menjadi ketua tim pembela di  

Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan 

Seksual Militer Jepang pada 7 – 12 Desember 2000 yang diadakan di Tokyo, 

Jepang.
142

  

Tim pembela ini terdiri sebagai Ketua Tim pengacara yaitu Nursyahbani 

Katjasungkana dengan anggota Antarini Arna, Asnifriyanti Damanik, Paulus 

Mahulete, dan Lexy Rambadetta.
143

 Didalam persidangan tersebut tim pengacara 

membacakan tuntutan kepada hakim yang terdiri dari Hakim Carmen Argibay, 

Hakim Gabrielle Kirk McDonald, Hakim Willy Mutunga, dan Hakim Christine 

Chingkin.
144

 Hasil dari pengadilan yang dilakukan maka vonis bersalah ditujukan 

kepada Kaisar Hirohito.
145

 Tujuan dari pengadilan ini bukanlah aksi untuk 

membalas dendam atas apa yang sudah dilakukan militer Jepang tetapi untuk 
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mendapatkan keadilan bagi para eks Jugun Ianfu dan memberitahukan bahwa 

masalah Jugun Ianfu itu ada.  

Pembelaan yang dilakukan tim pengacara yang berasal dari Indonesia 

menurut penulis adalah upaya untuk mencari keadilan atas nasib Jugun Ianfu 

dengan mengikuti pengadilan perempuan internasional. Pengadilan ini secara 

tidak langsung adalah tindak lanjut atas banyaknya pengaduan kaum perempuan 

yang dijadikan Jugun Ianfu dan tidak diakuinya korban-korban ini oleh 

pemerintah Jepang. Pengadilan yang diadakan ini juga bertujuan agar mengusut 

kasus Jugun Ianfu ke meja hijau. Pengadaan Jugun Ianfu oleh pemerintah Jepang 

juga telah melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya pembelaan ini 

seharusnya pemerintah Indonesia juga ikut mendukung pengadilan ini.  

Dari pembelaan yang dilakukan tim pengacara dari Indonesia saat 

mengikuti Pengadilan Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang 

Perbudakan Seksual Militer Jepang dapat dilihat pandangan tim tersebut atas 

perjuangan Jugun Ianfu mencari keadilan di Indonesia yaitu menuntut agar 

ditegakkannya keadilan kepada pemerintah Jepang atas praktik Jugun Ianfu di 

Indonesia. Dalam persidangan tersebut tim pengacara menuntut Kaisar Hirohito 

dijadikan sebagai terdakwa atas kasus kejahatan manusia yang menjadikan kaum 

perempuan di setiap wilayah pendudukan Jepang sebagai Jugun Ianfu.
146

 

Pengadilan tersebut memang diadakan tahun 2000 tetapi advokasi terhadap para 

eks Jugun Ianfu sudah dimulai dari tahun 1992. 

Pemerintah Indonesia terkait persoalan tentang perekrutan kaum 

perempuan Indonesia yang menjadi Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang. 

Pada April 1993 Inten Suweno yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri 

Sosial RI mengeluarkan pernyataan agar kaum perempuan yang menjadi Jugun 

Ianfu dicatat dan dicari. Atas pernyataan tersebut LBH Yogya kemudian 

menindak lanjuti dengan dibukanya ruang pengaduan.
147

 Ruang pengaduan yang 

dibuka dari bulan April hingga September 1993 mencatat banyaknya korban yang 

melapor sebagai korban kekejaman Jepang terutama para eks Romusha.
148

 Korban 

yang melapor bukan saja para eks Jugun Ianfu tetapi ada juga para eks Jugun 
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Ianfu. Fokus pembelaan yang dilakukan LBH Yogya yaitu para eks Jugun Ianfu 

Kaum perempuan melapor ke ruang pengaduan yang dibuka oleh LBH Yogya 

berasal dari berbagai daerah.
149

 Pendataan yang sudah dilakukan LBH Yogya 

dikumpulkan dan ditindaklanjuti terutama korban yang menjadi Jugun Ianfu 

dengan menyerahkan ke Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi 

Advokat Jepang (Nichibenden) yang dipimpin Akira Murayama.
150

 

LBH Yogya beserta lembaga lainnya menentang atas praktik perekrutan 

Jugun Ianfu yang menggunakan cara kekerasan serta perlakuan yang tidak 

manusiawi selama masa pendudukan Jepang di Indonesia serta mendukung 

pembelaan yang dilakukan para eks Jugun Ianfu dalam memperoleh keadilan 

dalam hal ini yaitu permintaan maaf dan ganti rugi secara langsung oleh 

pemerintah Jepang. Upaya yang dilakukan LBH Yogya yaitu melakukan 

kampanye dan pergi ke Jepang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-

lembaga yang terdapat di Jepang, bersama para eks Jugun Ianfu serta mendatangi 

Menteri Sosial RI, mensosialisasikan persoalan Jugun Ianfu kepada masyarakat 

melalui media massa, dan LBH Yogya juga mengirimkan surat kepada Presiden 

yang meminta agar pemerintah ikut serta memberikan perhatian atas nasib Jugun 

Ianfu.
151

 Upaya yang dilakukan LBH Yogya tidak hanya itu saja, akan tetapi LBH 

Yogya juga melakukan kerja sama dengan CFR dalam mendukung nasib para eks 

Jugun Ianfu.
152

 Kerja sama yang dilakukan tersebut menghasilkan kesepakatan 

untuk memberikan dana kesehatan bagi para eks Jugun Ianfu sebesar 50. 000 yen 

setiap bulannya.
153

  

Pandangan LBH Yogya terkait perjuangan para eks Jugun Ianfudalam 

mencari kebenaran bahwa tindakan yang dilakukan Jepang di berbagai wilayah 

pendudukan terutama di Indonesia yang menjadikan kaum perempuan sebagai 

Jugun Ianfu adalah kejahatan kemanusiaan dan telah melanggar hak asasi 

manusia. Para eks Jugun Ianfu menginginkan pertanggungjawaban moral atas apa 

yang telah dilakukan. LBH yogya menuntut agar pemerintah Jepang meminta 

maaf dan memberikan dana kompensasi secara langsung kepada eks Jugun Ianfu. 
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Seperti yang diketahui bahwa Jepang memang memberikan dana kompensasi 

tersebut akan tetapi dana tersebut disalurkan melalui lembaga AWF. LBH Yogya 

menolak dana kompensasi bagi Jugun Ianfu  yang dimandatkan kepada AWF. 

LBH Yogya menginginkan bahwa masyarakat luas mengetahui soal adanya 

praktik Jugun Ianfu dan meyakinkan masyarakat bahwa Jugun Ianfu adalah hasil 

perbuatan yang dilakukan Jepang sehingga kasus Jugun Ianfu mendapat dukungan 

dalam memperjuangkan harkat dan hak para eks Jugun Ianfu.
154

 

Pembelaan yang dilakukan oleh LBH Yogya menurut penulis yaitu 

menekankan nasib eks Jugun Ianfu dalam memperoleh keadilan bagi dirinya, 

memberitahukan kepada masyarakat luas akan adanya Praktik Jugun Ianfu di 

Indonesia, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Jepang. Tindakan yang 

dilakukan LBH Yogya dengan mendata para eks Jugun Ianfu dipicu adanya 

pernyataan dari Menteri Sosial soal pendataan dan pencarian korban eks Jugun 

Ianfu.
155

 Pembelaan yang dilakukan LBH Yogya ternyata tidak mendapat 

dukungan dari pemerintah. Pemerintah seakan lepas tangan soal Jugun Ianfu dan 

ini bertentangan dengan pernyataan dari Menteri Sosial. LBH Yogya 

menginginkan agar pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan seperti 

pemerintah negara lain. LBH Yogya memiliki ciri pembelaan yang dilakukan 

dengan jalan hukum dimana semua orang memiliki hak yang sama di mata 

hukum. Pembelaan dan advokasi yang dilakukan oleh LBH Yogya atas nasib 

Jugun Ianfu soal pertanggungjawaban pemerintah Jepang juga didukung oleh 

LSM lainnya. Di subbab selanjutnya akan dijelaskan pandangan pemerintah 

Indonesia terhadap eks Jugun Ianfu dalam mencari keadilan. 

 

4.2. Pemerintah 

 

Pada April 1993 Menteri Sosial RI didatangi sejumlah anggota Federasi 

Asosiasi Pengacara Jepang yang bermaksud untuk membantu para eks Jugun 

Ianfu menuntut dana kompensasi kepada pemerintah Jepang. Adanya kunjungan 

dari para pengacara dan ditambahnya bukti-bukti yang ada maka pemerintah 

Indonesia melakukan upaya dalam menanggapi persoalan praktik Jugun Ianfu. 

                                                 
154

 Ibid. Hlm. 182. 
155

 Tahiro. Op. Cit. Hlm. 122. 

Pandangan masyarakat..., Ibrahim Febriyanto , FIB UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



44 

 

Universitas Indonesia 

Upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan penyataan dalam hal ini melalui Inten 

Suweno yang menjabat Menteri Sosial RI dalam Kabinet Pembangunan VI 

dengan masa bakti 17 Maret 1993 - 14 Maret 1998.
156

 Pernyataan ini disampaikan 

pada April 1993 yang isinya menegaskan agar kaum perempuan Indonesia yang 

menjadi korban Jugun Ianfu dicari dan dicatat.
157

 Adanya pernyataan tersebut 

kemudian ditanggapi oleh LBH Yogya dengan membuka ruang pengaduan bagi 

para eks Jugun Ianfu. Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sosial ternyata 

tidak dilanjuti dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia.
158

  

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia soal praktik Jugun 

Ianfu yaitu bahwa data kaum perempuan yang menjadi Jugun Ianfu sulit 

dikumpulkan dan soal dana kompensasi yang dituntut para eks Jugun Ianfu 

Pemerintah Indonesia tidak bisa menuntut karena hal ini tidak bisa dilakukan 

sebab pemerintah Indonesia pada 1958 telah menandatangani perjanjian pampasan 

perang sebesar $223.080.000 selama periode dua belas tahun, menghapuskan 

utang niaga Indonesia sebesar $176.920.000, dan akan memberikan bantuan 

ekonomi sebesar $400.000.000.
159

 Dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan 

untuk para korban eks Jugun Ianfu.
160

 Dengan adanya perjanjian pampasan 

perang tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menolak 

memberikan dana kompensasi kepada eks Jugun Ianfu di Indonesia. Hal ini 

menyebabkan pemerintah tidak memberikan dukungan penuh atas nasib eks 

Jugun Ianfu berkaitan dengan kasus Jugun Ianfu, SK Effendi SH selaku Wakil 

Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan 

 

“Bahwa kasus ini cukup ditangani oleh pihak swasta. Artinya LBH sudah 

mewakili, tinggal bekerja sama dengan pihak yang netral, yakni Palang 

Merah Internasional. Jadi kalau minta perhatian pemerintah agar ikut 

turun tangan dalam kasus ini, nantinya penanganan bisa kaku. Oleh 
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 http://www.setkab.go.id/profil-kabinet-34-kabinet-pembangunan-vi.html diunduh pada 28 Juni 

2012 pukul 01.08 WIB. 
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 Tahiro. Op. Cit. Hlm. 122. 
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 “LBH Yogyakarta tentang Santunan “Yugun Ianfu” RP 9 Miliar Bukan Berasal dari 

Pemerintah Jepang”. Kompas. 16 November. 1996. 
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 Masashi Nishihara. Sukarno, Ratna Sari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia – 

Jepang, 1951 – 1966. 1994. PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta. Hlm. 75 – 76. 
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karena itu, penanganan yang lazim adalah pihak swasta. Dengan 

demikian pemerintah memberikan perhatian tidak bersifat normal.”
161

 

 

Selain itu seperti yang dikatakan anggota parlemen Yogya (DPRD Tk I) 

menyatakan bahwa 

 

“Selama LBHI masih bisa menangani upaya penyelesaian masalah 

Ianfu… maka tidak perlu berharap pada pemerintah RI untuk ikut terlibat 

langsung dalam masalah itu. Sebab jika pemerintah RI ikut serta di dalam 

proses penyelesaiannya secara langsung, jelas akan “kikuk” (merasa 

tidak enak) terhadap pemerintah Jepang.”
162

 

 

Pemerintah Indonesia terlihat tidak bisa mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dan seakan lepas tangan soal praktik Jugun Ianfu akan tetapi, pada 25 

Maret 1997 pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU dengan AWF 

dengan memberikan dana sebesar 380 juta yen (kurs 1 yen = 19,0708 rupiah tahun 

1997
163

) yang diangsur selama 10 tahun.
164

 Adanya perjanjian ini membuat semua 

pihak menjadi bingung karena pemerintah Indonesia  dari awal tidak memberikan 

dukungan atas nasib soal Jugun Ianfu tetapi kemudian malah menerima dana 

kompensasi tersebut. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tersebut dengan 

maksud ingin memanfaatkan dana tersebut guna membangun tempat 

penampungan atau panti sosial sebagai tempat tinggal para eks Jugun Ianfu. 

Banyak pihak tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena dana tersebut harus 

langsung diberikan pemerintah Jepang kepada para eks Jugun Ianfu.  

Pandangan pemerintah Indonesia terkait praktik Jugun Ianfu terlihat masih 

sangat kurang. Hal yang sama juga bisa dilihat dari pandangan pemerintah 

Jepang.
165

 Awalnya memang pemerintah Indonesia menanggapi persoalan praktik 

                                                 
161

 Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Op. Cit. Hlm.183. 
162

 Ibid. Hlm. 184. 
163

 http://id.rateq.com/historicalexchangerate/1997-03-25 diunduh pada 28 Juni 2012 pukul 02.49 

WIB 
164

 Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 255. 
165

 Ada kalangan Jepang sendiri yang tidak mau menerimanya soal adanya Jugun Ianfu. Kalangan 

Jepang ini yaitu para politisi sayap kanan, sastrawan, pengusaha, kartunis, dan lain-lain yang pada 

tahun 1994 malah mencoba “serangan balik” kepada kelompok yang mendukung agar pemerintah 

Jepang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada Juni 1995 Perdana Menteri Tomiichi 

Murayama membuat penyataan minta maaf dan tidak menyinggung soal korban Jugun Ianfu. Baru 

pada Agustus 1995 Perdana Menteri Hashimoto menyampaikan permintaan maaf kepada para 

korban Jugun Ianfu. Permintaan maaf yang disampaikan tersebut tidak menanggapi soal dana 
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Jugun Ianfu akan tetapi kemudian tidak ditindak lanjuti karena beberapa alasan 

seperti yang telah dijelaskan diatas. Sikap pemerintah Indonesia juga tidak 

konsisten terhadap persoalan tuntutan ganti rugi yang diinginkan para eks Jugun 

Ianfu. Hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah Indonesia yang malah 

menerima dana yang rencananya akan dibuat panti sosial sebagai tempat tinggal. 

Pembangunan panti sosial ini dianggap tidak masuk akal karena Departemen 

Sosial sudah mempunyai anggaran tersendiri yang dikhususkan bagi 

pembangunan panti sosial.
166

 Terkait persoalan praktik Jugun Ianfu yang terjadi di 

Indonesia, lembaga-lembaga melakukan advokasi bagi para eks Jugun Ianfu tetapi 

pemerintah Indonesia malah lepas tangan. Hal ini dikarenakan pemerintah 

Indonesia tidak mau merusak hubungan diplomatik yang sudah terjalin baik 

dengan pemerintah Jepang. Masalah Jugun Ianfu Indonesia telah dianggap selesai 

oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial RI Inten Suweno setelah 

menerima dana kompensasi dari pemerintah Jepang melalui AWF.
167

 

Pandangan pemerintah Indonesia soal praktik Jugun Ianfu di Indonesia 

dan tuntutan yang dilakukan para eks Jugun Ianfu menurut penulis kurang 

mendukung. Ini dibuktikan dengan pernyataan Menteri Sosial soal Jugun Ianfu 

tetapi tidak dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Pemerintah Indonesia seharusnya 

melindungi dan membantu perjuangan para eks Jugun Ianfu dalam mencari 

keadilan seperti yang dilakukan pemerintah negara lain yang mendukung eks 

Jugun Ianfu nya.
168

 Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah 

negara lain yang mendukung para eks Jugun Ianfu. Pada awalnya memang 

Menteri Sosial mengeluarkan pernyataan tentang pencarian dan data tentang 

                                                                                                                                      
kompensasi bagi korban Jugun Ianfu. Hal ini menurut pemerintah Jepang sudah selesai ketika 

pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian pampasan perang 1958. Namun pada akhirnya 

pemerintah Jepang membentuk AWF atas kuatnya desakan masyarakat baik dari dalam negara 

Jepang sendiri ataupun dari luar negeri agar memberikan dana kompensasi di berbagai negara Asia 

salah satunya Indonesia. Disini dapat dilihat bahwa padangan pemerintah Jepang masih tidak 

menghargai dan mengakui keberadaan para eks Jugun Ianfu di Indonesia (Tahiro.Op. Cit. Hlm. 

121 – 129) 
166

 Muhammad Budyatna. Op. Cit. Hlm. 17. 
167

 Eka Hindra & Koichi Kimura. Op. Cit. Hlm. 255. 
168

 Contoh pemerintah negara lain yang mendukung dan membantu korban eks Jugun Ianfu yaitu 

pemerintah taiwan yang bersama-sama dengan para korban menolak dana kompensasi yang akan 

diberikan oleh AWF. Pemerintah Taiwan mendesak agar pemerintah Jepang meminta maaf dan 

secara langsung memberikan dana kepada para korban. Untuk menjamin kelangsung hidup para 

korban eks Jugun Ianfu pemerintah Taiwan memberikan dana tunjangan kepada setiap eks Jugun 

Ianfu sejumlah USD 217 per bulan dan sejak tahun 1997 menjadi USD 500 per bulan. (Ibid. Hlm. 

252.) 
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korban yang menjadi eks Jugun Ianfu akan tetapi tidak dilanjutkan dengan 

tindakan yang nyata. Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia pada 1958 

menandatangani perjanjian pampasan perang. Hal yang sangat membingungkan 

yaitu ketika pemerintah Indonesia malah menandatangani MoU tahun 1997 

dengan AWF soal pemberian dana kompensasi. Pemerintah Indonesia disini 

terlihat tidak konsisten terhadap persoalan Jugun Ianfu. Pemerintah Indonesia 

seharusnya melindungi dan menegakan bagi pemerintah Jepang atas perbuatannya 

selama masa pendudukan. Di subbab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana 

pandangan dari kalangan masyarakat lainnya yang menyoroti soal perjuangan 

Jugun Ianfu dalam mencari keadilan 

 

4.3. Kalangan Masyarakat Lainnya Yang Mengetahui Praktik Jugun Ianfu 

 

Selain LBH Yogya dalam memperjuangkan nasib Jugun Ianfu ada 

beberapa orang yang ikut serta memperjuangkan dan meneliti masalah Jugun 

Ianfu dengan tujuan masyarakat luas mengetahui akan adanya Jugun Ianfu yaitu 

Nursyahbani Katjasungkana.
169

 Pada 1992 beberapa pengacara yang berasal dari 

Jepang bertemu dengan Direktur LBH Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh 

Nursyahbani Katjasungkana. Ini adalah awal mula pembelaan bagi para eks Jugun 

Ianfu dalam mecari keadilan. Nursyahbani Katjasungkana sangat aktif terhadap 

permasalahan Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia. Upaya yang dilakukan 

Nursyahbani Katjasungkana untuk para korban ini yaitu melakukan pembelaan 

bagi eks Jugun Ianfu hingga nantinya mendampingi korban pada Pengadilan 

Perempuan Internasional Untuk Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer 

Jepang yang diadakan di Tokyo dan Pengadilan Perempuan Internasional Untuk 

Kejahatan Perang Perbudakan Seksual Militer Jepang yang diadakan di Hague, 

Belanda.  
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 Nursyahbani Katjasungkana adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

Nursyahbani pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta tahun 1987 – 1993, Direktur LBH 

Apik tahun 1995 – 2000, dan Sekjen KPI tahun 1998 – 2003. Nursyahbani sudah aktif membela 

masalah Jugun Ianfu Indonesia dari tahun 1992 sampai 2001. Nusyahbani juga menghadiri 

persidangan di Tokyo dan Jepang. 
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Pandangan Nursyahbani Katjasungkana terkait persoalan tentang adanya 

perekrutan kaum perempuan yang dijadikan sebagai Jugun Ianfu seperti yang 

dikatakan: 

 

“Saya tidak setuju pemakaian istilah Jugun Ianfu  (JI) yg secara letterlijk 

berarti perempuan penghibur karena kesannya seolah perempuan-

perempuan itu melakukan pekerjaan menghibur dengan sukarela, padahal 

mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari para serdadu 

Jepang sebagaimana terbukti dengan adanya perintah dari admiral 

Jepang di Taiwan untuk mendirikan Ianjo bagi pemenuhan kebutuhan 

biologis para serdadu itu: baik untuk mencegah penularan penyakit 

seksual maupun untuk mencegah terjadinya perkosaan massal yg terjadi 

sebelumnya di Nanking”
170

. 

 

Nursyahbani Katjasungkana juga memberikan pandangan terkait dukungan bagi 

eks Jugun Ianfu baik dari dalam negeri dan luar negeri seperti yang dikatakan: 

 

“Dari dalam negeri: dukungan hanya diberikan oleh NGO-NGO 

sedangkan pemerintah menolak mengakui keberadaan mereka namun 

dana yg diberikan oleh pemerintah Jepang sebesar 380 juta yen diambil 

oleh Departemen Sosial untuk pembangunan rumah jompo dengan 

harapan bahwa para eks Jugun Ianfu itu menempati rumah jompo 

tersebut. Tapi dalam kenyataannya tak ada eks Jugun Ianfu itu yang 

menempati rumah jompo karena selain tak sesuai dangan budaya kita ( 

tak biasa menempatkan orangtua di rumah jompo) juga karena proyek 

rumah  jompo untuk Jugun Ianfu itu banyak yang fiktif, dikrorupsi dan tak 

tersosialisasi kepada masyarakat. Inten Soeweno, sebagai Menteri Sosial 

waktu itu menolak mengakui karna menganggap akan mempermalukan 

Jugun Ianfu itu sendiri dan mempermalukan Jepang juga. Dari luar negeri 

dukungan lebih banyak dari negara-negara yang mengalami hal serupa 

seperti misalnya Korea, Philipina, Taiwan, Jepang sendiri, China dan lain 

lain. Tapi dari lembaga internasional seperti Komite CEDAW dan UNHR 

Commission yg meneliti laporan pelaksanaan  CEDAW, ICCPR dan 

ICESCR  pemerintah Jepang, telah memberikan rekomendasi bahwa 

pemerintah Jepang harus membayar ganti rugi  secara hukum (legal 

compensation) kepada para eks Jgun Ianfu”
171
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Masih menurut pandangan Nursyahbani Katjasungkana soal tindakan yang 

dilakukan pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, masyarakat Indonesia, dan 

masyarakat Jepang terhadap permasalahan Jugun Ianfu yaitu: 

 

“Pemerintah Jepang hanya minta maaf jika korban menerima kompensasi 

dari AWF, Pemerintah Indonesia menolak mengakui kepeberadaan 

mereka karna menganggap akan mempermalukan korban dan pemerintah 

Jepang sendiri sementara masyarakat Jepang terbelah: yang kontra 

menganggap mereka adalah pelacur dan mereka sudah membayarnya 

(padahal para korban itu tak pernah menerima pembayaran apapun 

kecuali sebuah kupon yg katanya akan diganti uang kalau keluar dari 

Ianjo tapi tak pernah terjadi) dan yang pro, memberikan sumbangan uang 

via AWF. Sementara ada NGO jepang yang membuat museum untuk 

mereka dan ikut memperjuangkan legal compensation”
172

. 

 

Pandangan Nursyahbani Katjasungkana soal praktik Jugun Ianfu dan 

permasalahannya, penulis melihat bahwa perjuangan yang dilakukan para eks 

Jugun Ianfu belum sepenuhya mendapat dukungan. Disinilah peran masyarakat 

mendukung, menyelesaikan, dan melanjutkan perjuangan yang telah sebelumnya 

dilakukan oleh para eks Jugun Ianfu ini. Penulis melihat Nursyahbani berusaha 

untuk membela hak para eks Jugun Ianfu dalam mencari keadilan dan 

mengungkapkan ke masyarakat luas soal pengadaan Jugun Ianfu Indonesia. 

Permasalahan Jugun Ianfu bagi Indonesia adalah permasalahan yang ditutupi oleh 

pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sehingga menyebabkan masyarakat 

luas tidak banyak yang mengetahui kasus ini. Penulis melihat pandangan 

Nursyahbani terkait persoalan yang dihadapi para eks Jugun Ianfu, bahwa 

permasalahan Jugun Ianfu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara 

tuntas. Permasalahan Jugun Ianfu bisa diselesaikan jika semua pihak bisa 

bekerjasama dan pembelaan bagi eks Jugun Ianfu dilakukan secara terus-menerus.  

Pandangan masyarakat lainnya soal perjuangan para eks Jugun Ianfu 

selain Nursyahbani Katjasungkana seperti yang diungkapkan Muhammad 

Budyatna yaitu mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) 

Univeristas Indonesia periode 1994 – 1998 soal dana bantuan yang diberikan oleh 
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pemerintah Jepang melalui MoU dengan pemerintah Indonesian sebesar Rp 9 

miliyar yaitu: 

“Pemerintah Indonesia harus fair dalam mendistribusikan dana bantuan 

atau sumbangan bagi para “Jugun Ianfu” atau korban “kebuasan” 

seksual tentara Jepang ketika menjajah Indonesia. Untuk itu sumbangan 

yang diberikan pemerintah Jepang harus diberikan langsung kepada para 

Jugun Ianfu, bukan dengan membangun panti sosial atau pusat 

rehabilitasi korban.”
173

 

 

Masih menurut Muhammad Budyatna tentang dana tersebut: 

 

“Jika pemerintah Indonesia tidak memberikan bantuan tersebut secara 

langsung maka diperkirakan akan membuat citra pemerintah Indonesia 

akan buruk di mata Jepang. Pasalnya, keinginan pemerintah Jepang yaitu 

dana bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada para korban. 

Jika tidak diberikan secara langsung kepada para korban, dikhawatirkan 

pengelolaannya akan jatuh di tangan oknum-oknum pejabat yang tidak 

bertangsung jawab. Buat saya bukan masalah uangnya yang perlu 

mendapat perhatian pemerintah, akan tetapi citra pemerintah Indonesia di 

mata masyarakat dunia. Hampir seluruh negara yang mendapat bantuan 

tersebut oleh lembaga sosial diberikan secara langsung kepada para 

korban. Masalah sulitnya melakukan pembuktian atau mengidentifikasi 

korban pelecehan itu soal lain.”
174

 

 

Upaya yang disarankan Muhammad Budyatna soal dana kompensasi 

terebut yaitu pemerintah memberikan secara langsung bantuan tersebut kepada 

para eks Jugun Ianfu dan tidak memanfaatkan dan tersebut untuk kepentingan lain 

dalam hal ini pembangunan panti jompo. Beda pendapat dengan Muhammad 

Budyatna tentang dana bantuan tersebut, James Danandjaya yaitu pengamat sosial 

dan Guru Besar FISIP UI yang mengatakan kebijakan dana tersebut perlu 

mendapat dukungan dari semua pihak seperti yang dikatakan: 

 

“Meskipun begitu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara 

transparan dan jelas. Apabila dana tersebut diberikan langsung kepada 

korban maka yang akan menikmati dana tersebut bukan para korban akan 

tetapi sanak famili atau orang lain yang akan memperalat serta mengeruk 

harta para korban tersebut.”
175
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 Muhammad Budyatna.Sumbangan Bagi “Jugun Ianfu” Sebaiknya Diberikan Langsung.Suara 

Pembaruan 12 April. 1997. Hlm. 17. 
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dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat dalam perjuangan yang telah 

dilakukan para eks Jugun Ianfu untuk mendapatkan haknya ternyata terhalangi 

dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini soal 

dana kompensasi tersebut. Seharusnya dalam hal ini pemerintah Indonesia harus 

transparan soal penggunaan dana tersebut jangan sampai apa yang selama ini 

sudah diperjuangkan oleh para eks Jugun Ianfu dan lainnya menjadi sia-sia 

belakang. 

 Melihat pandangan dari Muhammad Budyatna, penulis melihat bahwa 

dana kompensasi yang diterima oleh pemerintah harus secara terbuka. Dana 

tersebut seharusnya diberikan langsung kepada korban eks Jugun Ianfu bukan 

malah digunakan untuk membangun panti jompo di lima wilayah di Indonesia.
176

 

Pemerintah Indonesia melalui departemen Sosial sebenarnya memiliki anggaran 

untuk membangun panti jompo.
177

 Persoalan tentang dana kompensasi ini, penulis 

juga melihat adanya perbedaan pandangan bahwa sebaiknya dana tersebut tidak 

diberikan langsung kepada korban eks Jugun Ianfu. Hal ini disebabkan jika 

pemerintah Indonesia memberikan langsung dana tersebut maka yang menikmati 

dana tersebut bukan eks Jugun Ianfu melainkan kerabat keluarga para eks Jugun 

Ianfu karena kebanyakan eks Jugun Ianfu ini sudah meninggal dunia. 
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BAB 5 

Kesimpulan 

 Praktik Jugun Ianfu di Indonesia menimbulkan dampak dan problematika 

tersendiri bagi para eks Jugun Ianfu, pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, 

dan masyarakat. Para eks Jugun Ianfu menuntut agar pemerintah Jepang 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya selama masa pendudukan yang 

melakukan perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan sebagai Jugun Ianfu. 

Penderitaan yang dihadapi para eks Jugun Ianfu juga semakin memprihatinkan 

ketika mereka menuntut dana kompensasi dari pemerintah Jepang tetapi para eks 

Jugun Ianfu yang berasal dari Indonesia malah tidak dianggap. Pemerintah 

Indonesia pun juga tidak memberikan dukungan penuh kepada para eks Jugun 

Ianfu yang menuntut keadilan bagi dirinya. Pemerintah Indonesia seakan lepas 

tangan soal adanya praktik Jugun Ianfu. 

 Jepang pada masa pendudukanya di Indonesia membuat kebijakan untuk 

kaum perempuan. Kebijakan tersebut yaitu berdirinya Gerakan Tiga A yang di 

dalamnya terdapat sub bagian bagi kaum perempuan bernama Gerakan Istri Tiga 

A, POETERA yang di dalamnya juga terdapat sub bagian perempuan  bernama 

Barisan Pekerja Perempuan POETERA, dan Fujinkai. Kebijakan bagi kaum 

perempuan dimaksudkan Jepang agar kaum perempuan juga ikut berpartisipasi. 

Kaum perempuan dipersiapkan agar siap baik di garis depan ataupun garis 

belakang medan pertempuran yang sedang berlangsung. Kebijakan yang dibuat 

Jepang tidak hanya sampai di situ, tetapi juga adanya kebijakan yang merekrut 

kaum perempuan untuk dijadikan sebagai Jugun Ianfu. 

 Jugun Ianfu yaitu istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa 

bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di sekitar barak-barak militer. 

Tempat tinggal untuk para Jugun Ianfu disebut Ianjo. Nasib yang diterima para 

Jugun Ianfu selama menghuni Ianjo sangat memprihatinkan baik fisik ataupun 

non fisik. Para Jugun Ianfu harus melayani para serdadu Jepang dan sipil Jepang 

yang datang ke Ianjo. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi dengan 

melayani para tamu dengan jumlah yang banyak setiap harinya.  

 Praktik Jugun Ianfu di Indonesia berlangsung hingga masa pendudukan 

Jepang berakhir di Indonesia. Setelah masa pendudukan Jepang masalah praktik 
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Jugun Ianfu menghilang begitu saja. Praktik tentang adanya Jugun Ianfu akhirnya 

terbuka setelah adanya pengakuan dari kaum perempuan asal Korea Selatan. Hal 

ini juga memicu munculnya pengakuan para eks Jugun Ianfu yang berasal dari 

Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya dokumen tentang praktik 

pengadaan Jugun Ianfu di Indonesia. Para eks Jugun Ianfu menuntut pemerintah 

Jepang agar meminta maaf secara langsung dan dana ganti rugi kepada para 

korban. Pembelaan para eks Jugun Ianfu ini didukung oleh LBH Yogya dan LSM 

lainnya yang peduli terhadap masalah ini dan untuk pemerintah Indonesia sendiri 

kurang memberikan dukungan atas persoalan ini. 

 Praktik Jugun Ianfu juga menimbulkan dampak dan problematika yang 

harus dihadapi para eks Jugun Ianfu. Dampak dan problematika yang dihadapi 

para eks Jugun Ianfu tidak hanya dirasakan ketika pada masa pendudukan Jepang 

di Indonesia, tetapi juga hingga saat ini. Contoh dampak yang dialami yaitu 

banyak dari para eks Jugun Ianfu memiliki kesehatan yang buruk, mengalami 

cacat fisik permanen dan kerusakan organ reproduksi yang menyebabkan para eks 

Jugun Ianfu ini tidak bisa mengandung dan melahirkan. Kesehatan yang buruk ini 

semakin menjadi-jadi dengan adanya perlakuan masyarakat sekitar para eks Jugun 

Ianfu yang menganggap mereka sama seperti perempuan nakal. Dampak yang 

dialami oleh para eks Jugun Ianfu harus ditanggung selama hidupnya, baik secara 

fisik maupun non-fisik (psikis). Praktik Jugun Ianfu bukan hanya menimbulkan 

dampak bagi para eks Jugun Ianfu, tetapi juga membawa problematika. 

 Problematika yang dihadapi eks Jugun Ianfu yaitu didirikannya AWF 

sebagai lembaga yang menangani persoalan Jugun Ianfu dan juga memberikan 

ganti rugi berupa dana kompensasi. AWF sangat ditentang para eks Jugun Ianfu 

dan masyarakat lainnya karena pemerintah Jepang seakan lepas tangan dan tidak 

meminta maaf secara langsung kepada para korban sebagaimana yang dituntut 

oleh eks Jugun Ianfu. Problematika lainnya yang dihadapi eks Jugun Ianfu yaitu 

ketika pemerintah Indonesia menandatangani MoU dengan AWF soal dana 

kompensasi sebesar 380 juta Yen dalam kurun waktu 10 tahun. Dana kompensasi 

tersebut yang nantinya digunakan untuk membangun panti jompo di lima provinsi 

di Indonesia Hal tersebut membuat masyarakat dan para eks Jugun Ianfu dibuat 

heran dengan tindakan pemerintah Indonesia. Pada awalnya memang pemerintah 
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Indonesia memang mendukung persoalan praktik Jugun Ianfu di Indonesia 

dengan adanya pernyataan dari Menteri Sosial akan tetapi, pemerintah Indonesia 

tidak menindaklanjuti pernyataan tersebut. Alasan pemerintah tidak 

menindaklanjuti karena pada 1958 pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang 

sudah menandatangani perjanjian pampasan perang.   

 Praktik Jugun Ianfu selama masa pendudukan Jepang di Indonesia 

menimbulkan berbagai pandangan baik dari kalangan advokasi atau pembelaan, 

pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat yang mengetahui persoalan ini. 

Pandangan dari kalangan advokasi atau pembelaan yaitu memandang masalah 

pengadaan kaum perempuan yang dijadikan Jugun Ianfu adalah kejahatan 

kemanusiaan. Praktik Jugun Ianfu ini sudah melanggar hak asasi manusia. 

Tindakan yang dilakukan dari kalangan advokasi ini yaitu melakukan pembelaan 

bagi eks Jugun Ianfu untuk mendapatkan keadilan dengan menempuh jalur 

hukum. Pembelaan ini lebih menekankan agar pemerintah Jepang meminta maaf, 

memberikan dana kompensasi, dan mengakui kejahatan yang dilakukan terhadap 

kaum perempuan indonesia. Kalangan advokasi juga menginginkan pemerintah 

Indonesia juga ikut mendukung secara penuh kepada para korban eks Jugun Ianfu 

guna mendapatkan keadilan dan tidak lepas tangan terkait persoalan ini. 

 Pandangan berbeda terkait praktik Jugun Ianfu yaitu pemerintah Indonesia 

tidak bisa ikut campur tangan soal para eks Jugun Ianfu untuk mendapatkan 

keadilan karena pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian pampasan 

perang 1958 dan jika pemerintah Indonesia turun tangan untuk menyelesaikan 

persoalan Jugun Ianfu maka akan menimbulkan rasa tidak enak terhadap 

pemerintah Jepang. Di dalam perjanjian pampasan tahun 1958 tidak disebutkan 

untuk para korban yang menjadi Jugun Ianfu. Pada 1997 pemerintah Indonesia 

malah melakukan perjanjian MoU dengan AWF dengan menerima dana 

kompensasi bagi para eks Jugun Ianfu. Perjanjian MoU ini membuat heran 

masyarakat terutama para eks Jugun Ianfu karena pada awalnya pemerintah tidak 

mau ikut campur tangan tetapi malah menerima dana. Dana tersebut nantinya 

digunakan untuk membangun panti jompo di lima wilayah Indonesia. 

 Pandangan lainnya soal perjuangan eks Jugun Ianfu dalam mencari 

keadilan berasal dari kalangan masyarakat yang mengetahui permasalahan ini. 
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Pandangan masyarakat mengharapkan Pemerintah Indonesia mengakui 

keberadaan para eks Jugun Ianfu dan memberikan dana kompensasi. Pandangan 

lainnya yaitu yang terkait dengan dana kompensasi yang diterima pemerintah 

Indonesia bahwa pemerintah lebih baik memberikan dana tersebut langsung 

kepada para korban karena ada rasa takut bahwa dana tersebut justru akan 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya mendapatkan dana 

kompensasi tersebut. Pandangan berbeda lainnya yaitu pemerintah tidak perlu 

memberikan dana tersebut langsung kepada para eks Jugun Ianfu karena yang 

menikmati dana tersebut bukan para eks Jugun Ianfu melainkan sanak saudara 

dan keluarga korban. 

Permasalahan praktik Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang 

menimbulkan dampak dan permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan 

secara tuntas. Penderitaan yang dialami para eks Jugun Ianfu sangat 

memprihatinkan dan harus ditanggung seumur hidupnya. Permasalahan tentang 

para eks Jugun Ianfu yang mencari keadilan harus ditanggapi dengan serius, dan  

di sinilah letak peranan pemerintah serta masyarakat Indonesia guna membela hak 

para eks Jugun Ianfu. Permasalahan tentang praktik Jugun Ianfu dan tuntutan 

dana kompensasi haruslah diselesaikan secara bersama-sama baik pemerintah 

Indonesia, pemerintah Jepang, maupun masyarakat lain. Praktik Jugun Ianfu 

merupakan masalah bersama (khususnya negara Indonesia dan Jepang) sehingga 

seharusnya mendapatkan penyelesaian terbaik dari masing-masing pihak, antara 

lain berupa pengakuan keberadaan serta hak dasar/asasi para eks Jugun Ianfu, 

pemberian dana kompensasi secara tepat sasaran, permintaan maaf dari pihak 

Jepang, dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan kesalahan. 
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Lampiran 2 

 

Daftar Pengaduan Eks Jugun Ianfu ke LBH Yogyakarta s.d 30 Juli 1996 

 

Propinsi DIY : 131 

No Daerah A B C D 

01 Kab. Bantul 4 7 3 14 

02 Kab. Gn. Kidul 9 61 39 109 

03 Kab. Sleman 2 0 0 2 

04 Kodya Yogya 1 5 0 6 

 

Propinsi Jawa Tengah : 79 

No Daerah A B C D 

01 Semarang 0 4 0 4 

02 Kab. Sukaharjo 0 1 0 1 

03 Kab. Purbalingga 0 1 0 1 

04 Kodya Surakarta 0 1 0 1 

05 Kab. Klaten 0 1 0 1 

06 Kab. Sragen 0 6 0 6 

07 Kab. Temanggung 0 30 0 30 

08 Kab. Magelang 9 8 4 21 

09 Kodya Salatiga 0 2 0 2 

10 Kab. Kr. Anyar 4 31 0 35 

 

Propinsi Jawa Timur : 16 

No Daerah A B C D 

01 Kab. Banyuwangi 0 10 0 10 

02 Kab. Magetan 0 6 0 6 
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Propinsi Lampung : 1 

No Daerah A B C D 

01 Kab. Kotabumi 0 1 0 1 

 

Keterangan: 

A : Meninggal; B : Hidup; C : Tidak Kembali; D : Jumlah 

 

Sumber : Budi Hartono & Dadang Juliantoro. Derita Paksa Perempuan. Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan. 1997. 
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Penulis: 

Bisa ceritakan bagaimana dukungan terhadap nasib eks Jugun Ianfu baik 

dari dalam ataupun luar negeri? 
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Sumber: 

 Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana via email pada 28 Mei 

2012 pukul 02.15 WIB.   
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